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BAB |
PENGANTAR PERPAJAKAN

Campaian Pembelajaran Pengatar perpajak
Dalam perkuliahan ini di harapkan mahasiswa dapat memahami apa itu yang Mencangkup Wilayah
pengantar perpajakan, yang termasuk Topik Perpajakan Fungsi Pajak Dan Tatat Cara perpajakan.
Materi Pembelajaran perpajakan

1. Defini pajak

Perpajakan negara yaitu salah satu pendapatan negara yang merupakan beberapa tindakan yang di
laksanakan untuk menaikan pendapatan negara di tingkatkan perpajakan negara. Pajak dapat dikatakan
Apabila tulang punggung penerimaan negara yang sumber pendapatan negara. Disamping dalam
pendapatan negara sektor pajak tetap menjadi primadona hingga dewasa ini hinggal kemudahan dalam
kegiatan Tax On-Line. Semakin tinggi tingkat kepatuhan warga dalam menyetorkan Sumbangan Tetapnya
ke kas negara,. Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya Tax Amnesty, sosialisasi ditingkat perpajakan
yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perpajakan (DJP), semakin tinggi pula langkah pemerintah untuk
menekan kemiskinan, membangun infrafstruktur dan menaikkan kesejahteraan warganya.

2. Berapa jenis pajak berdasarkan tingkat bagian yang terbagi sebagai berikut:
a. Pajak secara Langsung
Pajak secara Langsung yaitu Perpajakan laporan segera di setorkan secara sendiri oleh para
memiliki NPWP dan tidak boleh DI alihkan oleh pihak lain Berikut : Pajak Berdasarkan
Perolehan pendapatan Pendapatan PPH, Dan Pajak PBB.
b. Pajak Belum waktunya di laporkan
Pajak belum waktunya di laporkan yaitu pelaku pemilik NPWP yang dalam Penindakan dapat
Di alihkan kepada pihak lain. Berikut : Perpajakan Hasil pendapatan penjualan barang
mewah, PPN, Pajak Bea Materai, Bea Cukaim Pajak Eksport.
3. Jenis perpajakan berdasarkan lembaga Orang yang bertugas Data lurannya:
a. Pendapatan pajak negara
Pendapatan pajak negara yaitu sumber pendapatan negara bersangkutan mengatur dalam
peraturan perpajakan sesuai peraturan perpajakan berlaku nanti pendapatnya di gunakan
untuk keperluan negara dan pembangunan Negara (APBN). Contohnya: PPN, Pajak PPH serta
pajak bea materai.
b. Pendapatan pajak Wilayah Provinsi
Pendapatam Pajak wilayah yaitu Sumbangan Tetap kepada tingkat Wilayah yang terhutang
oleh pihak pribadi serta pengusaha Badan intinya memaksa dengan ketentuan Perundangan
Perpajakan yang langsung serta dapat di gunakan guna keperluan wilayah bagi pajak
sebesarnya seperti contoh pungutan iurang pajak iklan, Hiburan, PBB Dan pembayaran pajak
kendaraan.
4. FUNGSI PAJAK
Negara Indonesia pajak memiliki 2 fungsi yang sangat utama, antara lain Apabila Fungsi asal
Pendapatan Negara dan Fungsi asal Pendapatan Negara. Fungsi asal Pendapatan Negara yang dikutip
dari buku Siti Resmi menyatakan bahwa suatu pendapatan pajak yan merupajakn suaty sumber
pemasukan yang merupakan suatu pendapatan pendapatan negara pemerintahan sangat berguna
untuk keperluan negara. Pengeluaran yang dibiayai oleh pemerintah Yaitu pengeluaran rutin maupun
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untuk pengeluaran pembangunan. Fungsi asal Pendapatan Negara, pajak Apabila fungsi pengatur

memiliki definisi bahwa pajak Apabila sangat berguna untuk kebijakaan sesuai dengan peraturan

perpajakan pemerintah dalam segi sosial serta ekonomi sesuai ketentuan keuangan negara.

5. Perpajakan memiliki Sistem dalam Pengumpulan Pajak Apabila berikut :

a)

b)

Official Assessment System

Dalam perpajakan terdapat Pada sisstem ini aparatur perpajakan diberikan kewenangan
tersendiri guna dalam perhitungan yang di lakukan wajak setiap tahun sesuai dengan
peraturan Peraturan yang berlaku

Sistem Orang yang bertugas Data luranan pajak yang di bebankan

Dalam perpajakan terdapat Pada sistem ini wajib pajak diberikan hak guna menentukan nilai
Pajak yang di bayarkan atau pajak terhutang setiap tahun sesuai dengan Peraturan yang
berlaku. Melalui sistem yang berlaku dalam wajib pajak dinilai mampu untuk Kita Mengukur
Dalam, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan keadaan informasi teknolgi
yang berkembang dapat memberikan pelayanan dan kemudahan untuk masyarakat
mempertanggung jawabkan secara benar pajak yang telah dihitung, dibayar, dan dilaporkan
kepada kas negara.

With Holding System

Dalam perpajakan Pada system ini, Orang yang bertugas Data luran memberikan kekuasaan
untuk mementukan besar jumlah iuran terhutang yang telah di atur dalam peraturan
Direktorat Jendral pajak yang berlaku. Sukses atau tidak suksesnya dalam Perwujudan
Pengumpulan pajak terhutang dari pihak ketiga yang ditunjuk untuk Kita Mengukur Dalam,
menyetor, dan melaporkan harta kekayaan wajib pajak yang kena hutang pajak.

6. Tidak termasuk Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan

1)
2)
3)

4)
5)

Kantor Negara wakil Luar negeri

Kepala kantor cabang yang diplomatik dan kosultan serta pinpinan dari Luar negeri.

Buka termasuk warga negara dan negara indonesia yan tidak menerima atau memperoleh
pendapatan lain, dan kewajiban yang di dalamnya tersebut negara yang bersangkutan
Tidak terikat kegiatan usaha

Sedang dalam tidak melakukan kegiatan usaha

C. Latihan Soal Perpajakan

1) Sebutkan yang termasuk Pokok PerpajakanLuar negeri

2) Sebtkan yang termasuk Pokok Perpajakandalam negeri

3) Sebutkan fungsi pajak

4) Sebutkan Prosedur perpajakan Negara Indonesia

5) Sebutkan pengertian perpajakan

D. Daftar Pustaka

e Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountreprentative serta

kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.

e Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.



BAB Il
KETENTUAN UMUM DAN
PROSEDUR PERPAJAKAN

Campaian Pembelajaran

Mahasiswa di harapkan Dalam perkuliahan ini di harapkan mahasiswa dapat memahami apa itu yang
Mencangkup Wilayah ketentuan perpajakan serta Prosedur perpajakan

Materi Pembelajaran

a) Pengantar

Sehubungan dengan kemajuan Informasi Teknologi, ekonomi, politik, dan sosial yang tengah yang di
dapat oleh satu negara, Peraturan dalam di besarkan demi tujuan kesejahteraan bagi seluruh warga
negara. Termasuk dalam pengembangan Peraturan Perpajakan tentang Ketentuan Umum dan
Prosedur Perpajakan Negara Indonesia. Pengembangan Peraturan Perpajakan sekarang saat ini
ketentuan perpajakn sangat berubah setiap wajib dapat belajar memahami peraturan perpajakan
yang baru saat ini dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan bersama setiap wajib pajak
menjalankan kewajiban pajak untuk melaporkan harta kekayaannya.

Pajak sendiri merupakan iuran masyarakat yang terdapat hutang pajak baik perseorangan maupun
badan yang memaksa berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan
imbalan langsun dan d gunakan keperluan negara bagi sebesarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak sendiri yaitu selaku baik orang pribadi maupun badan usaha yang menjalan usaha
mencangkup wilayah dalam iuran pajak dengan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini
sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Perusahaan pengusaha badan usaha yaitu wajib pajak tingkat wajib pajak pribadi atau wajib pajak
badan dalam melakukan kewajiban dalam saat menghasilkan barang, import barang serta melakukan
usaha perdagangan yang tidak berwujud baik dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan
usaha jasa dan memanfaatkan wilayah jasa luar wilayah.

Nomor Pokok wajin pajak atau NPWP Yaitu nomor yang di berikan oleh wajib guna administrasi
perpajakan yang berlaku sesuai ketentuan perpajakn yang di gunkaan apabila tanda pengenal wajib
paak atau memiliki tanda dalam melaksanakan serta hak kewajiban pajak.

Masa pajak ialah wajtu yang telah menjadi dasar oleh wajib pajak guna Kita Mengukur Dalam,
menyetor serta laporkan pajak tang telah terutang dalam waktu yang tertentu Apabila yang di
tentukan dalam undang perpajakan yang berlaku.

Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak ialah waktu yang di berikan selama 1 tahun kalender di
kecualikan untuk wajib pajak dalam satu tahun buku tidak sama dalam 12 bulan atau 1 tahun dalam
kalender.

Bagian Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak ialah suatu kelompok dari Jatuh Tempo Pajak
selama 1 Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak



Pajak yang di bayarkan atau pajak terhutang ialah sekelompok pajak yang saya di wajibkan di bayar
suatu saat dalam bulan masa pajak Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak dalam bagian Akhir
Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak sesuai dengan peraturan Perpajakan yang telah berlaku.

Surat kotribusi pajak yaitu suatu surat yang wajib di gunakan wajib pajak oleh pengguna untuk
melaporkan perhitungan serta penindakan paak yang sesuai perpajakan seta kekayaan dengan
kewajiban yang melekat di diri wajib pajak.

SPT Masa adalah laporan bulan yang sebagai PKP saat laporan setiap bulan wajib laporan masa
sebagai laporan kita laporan kewajiban laporan masa ppn setiap bulan.

Surat pemberitahuan pajak atau SPT adalah laporan wajib pajak setiap tahun sekali atau laporan
harta kekayaan kewajiban pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku yang sifatnya memaksa
berdasarkan peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kredit pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yaitu setiap wajib ajak yang wajib
memaksa melaporkan kewajaban terhutang yang terdapat dalam surat tagihan pajak oleh karena
yang memperoleh pendapatan dalam satu tahun pajak yang di bayarkan atau kepada pihak
terhutang dalam negeri yang di kurani pajak yang berlaku.

Kredit Pajak fungsi pajak apabila terdapat pertambahan nilai yaitu wajib pajak yang di kreditkan baik
setelah di operasikan yang mendapatkan kekurangan wajib pajak terhutang.

Penelitian adalah rangkuman kegiatan yang dilaksanakan menilai kelengkapan laporan dalam isi
surat tahunan dan lampiran yang termasuk dalan kebenaran penulisan dan perhitungan.

b) Kewajiban dan Hak Kena Pajak

Setiap wajib pajak perseorangan maupun badan usaha dalam pengurangan dan orang bertugas dalam
data iuran pajak yang memenuhi wajib pajak perseorangan atau badan atau lembaga yang memenuhi
persyaratan subjektif dan persyaratan objektif apabila wajib pajak tersebut walaupun belum memiliki
NPWP dan kepadanya terdapat ikatan pajak untuk melaksankan menjalankan hak dan kewajiban untuk
melaksanakan ketentuan perturan perpajakan yang telah di atur dalam ketentuan perpajakan yang
berlaku.
a. Kewajiban wajib pajak.
e Warga Negara di sudah bekerja di harapkan untuk daftarkan dirinya untuk mempunya NPWP
e Warga negara indonesia memberikan data diri ke kantor pajak sesuai wilayah tepat tinggal.
e Warga negara untuk laporkan, Bayar dalam kewajiban tersebut
b. Hak Wajib Pajak
e Diberi wewenan untuk wajib pajak dalam angsuran dan penundaan pajak
e Di beri wewenang hak untuk penundaan laporan SPT Tahunan

Di beri kebebasan dalam jumlah kekurangan PBB

Di beri kewenangan dalam pembayaran pajak

NPWP DAN PKP

Dalam peraturan pajak dalam ketentuan laporan pajak apabila yang telah di atur dalam perpajakan yang
di sebutkan bahwa bagi yang sudah memenuhi ketentuan dalam perpajakan maka di wajibkan untuk
mendaftarkan diri memperoleh NPWP Dan laporan Wajib pajak tahunan SPT Tahunan serta
mendaftarkan diri sebagai PKP.



d) Surat Setoran pajak atau SPP
Kewajiban laporan dalam membayarkan iuran sebagai wujud tindak wujud laporan bahwa tindakan
laporan yang di lakukan dalam mengisi formulir untuk laporan bahwa kita setoran pajak ke kas negara
sebagai wajib pajak yeng berlaku dalam ketentuan perpajakan.

e) Contoh laporan Surat Setoran Pajak(SPP)

SURAT SETORAN PAJAK 1
N, KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. LEMBAR
)} DIREXTORAT JENDERAL PAIAK (SSP)
Untuk Arsip Wajib Pajak
NPWP P bl ) et ) e g ) Ly d
Diksf sesuoi dengon Nomar Pokok Wb Pojet yong dawilit/
NAMA WP
ALAMAT Wp
NOP v i) ) by e ‘e v ) baased B3
Dy sesual dengan Nomor Obgek Pojok
ALAMAT OP g S
Ly s - ]
Masa Pajak
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des Tahun Pajak
| l
Beri tondo silang ( X ) podo kolom bufon, sesuai dengon pembayoron untuk mosa yong berkencon um

Nomor Ketetapan £ g e g it e o 120 & 20 e /L |
Diisl seswal Nomor Ketetopon : STF, SKPKB ctau SXPKBT

Jumiah Pembayaran 3 Dits) dengon rupioh penuh
Terbilang :
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
TN it =0 1| s SRR | 1.7 7 | [ —
Cop don tonda tangan Cop don tondo tongon
N JalEl! caiiciiinesinnssmsssisiies B IIRE Y ciiiiinsiisaiiasns

“Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa *
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

£.2.032.01




f) Contoh Pengisian Blangko SS

CONTOH PENGISIAN SSP
SURAT SETORAN PAJAK [T Juntuk arsip Wajib Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. [ £ Juntuk KPPN Lewat Bank
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ( SS P) (3 Juntuk dilaporkan ke kPP
[ 4 Juntuk Bank/Kantor Pos
NPWP - |0]6] 2[8]1) |8]9]6] O (414]12] (0]0]0]
Diisi sesuol dengan Nomor Pokok Wopd Pojok yang dimiii/ - - -
NAMA WP . Helmanus Damanik " | Wajib Diisi dengan :
AUMATWP )l end. Sudirman no. 30 , Ciamis NPWP, Nama dan Alamat
. Sesuai Kartu NPWP
NOP 5o I g Y [ e U S ) 2 g
Diisi sesuoi dengon Nomor Objek Pojok T = \
o : Wajib Diisi der.lgan e
. - Kode Akun Pajak : 411128
' Kode Jenis Setoran : 420
P : | pui 2\ 4
Howe A Tk Kode Jenis Setorin t:;:npgzy:(‘;) ' Uraian Pembayaran :
lalala]1]2]8] [4]2]0] FINAL PPh Pasal 4 ayat (2) Final
Masa Pajak
Jan | Feb | Mar | Apr | Mel | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des el o
X [2]0]1]s]
Berl tondo sdong (v) podd M 0 dengan pembayaron unluk moso yang berkencan D.yrar/\gumwyom
Nomor Ketetapan | I/ \
il sesual Nomor Ketetapen : STP, SKPKB, SKPKBT | Wajib Diisi dengan :
| Masa dan Tahun Pajak
Mol Imm: 310 100.000,00 Misal : Maret 2014
Terbilang : Seratus Ribu Rupiah Jumlah Pembayaran
Misal : 100.000,- (
Omzet 10 Juta X 1% )
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
TGP sinsissistiiatkamcmitiostit Ciamis , Tanggal 05 Jan 2013
Cop don tonda tongon * Cop don tondo tengon
A
7/ _/ i
U
NaMaJeas: oo NamaJelas:  HELMANUS DAMANIK, dr.
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa *
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
203201




g)

Pengurangan / Pengumpulan perpajakan

Selain penindakan bulanan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak adalan bulanan yang
sifatnya mekanisme dalam penguran dan pengumpulan yang dilakukan kotributor.
Berdasarkan ketentuan perjakan yang berlaku untuk memotong/ memungut antara lain
dalam penunjukan kegiatan lembaga usaha tetap atau kantor cabang instansi atau lembaga
yang berada di luar negeri untuk pokok perpajakan baik badan wilayah negeri, maupun luar
negeri untuk pokok perpajakan badan dalam negeri maka di wajibkan dalam pengurangan
/pengumpulan pajak. Adapun pengurangan atau pengumpulan pajak yaitu PPH 21, PPH 22,
PPH 23 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pajak PPH 21 Yaitu penguran pajak dalam kotributor berdasarkan perolehan
perpajakan pendapatan pajak diri sendiri oleh pajak sendiri sesuai peraturan
perpajakan apabila penguran PPH 21 berdasarkan perolehan pendapatan yang di
bayarkan karyawan maupun yang bukan karyawan.

2. Pajak PPH 22 Yaitu Pengumpulan perpajakan yang di laksanakan lembaga suatu telah
di tunjuk oleh ketentuan menteri keungan dengan penidakan sesuai peraturan
perpajakan yang berlaku atas pihak bendaharawan seperti import barang dalam
transaksi kegatan usaha dalan tingkat usaha tertentu serta penjualan yang tergolong
barang mewah.

v" Pengumpulan Pajak kegiatan beli barang mewah dari lembaga pemerintah
Pengumpulan pajak pph yang transaski atas import barang
Pengumpulan pajak prdoduksi kertas, rokok, dan otomotif
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Pengumpulan pajak pendapatan dalam penjualan suatu barang yang tergolong
mewah yang telah di tunjuk apabila terdapat petugas data iuran pajak PPH 22
atau apabila pihak bersangkutan melaporkan membayar pajak pph 22

3. PPH 23 Yaitu Pengurangan pajak dilakukan oleh pihak Kotributor Berdasarkan
Perolehan pendapatan Pendapatan yang saling bersangkutan satu sama lain dalam
penindakan deviden, bunga, atau vakasi yang di berikan, Setiap wajib pajak
berbentuk usaha badan di tunjuk untuk daat memotong pajak pajak PPH 23 dalam
sebaliknya setiap wajib pajak yang menerima penghasilan. Berdasarkan Perolehan
pendapatan Pendapatan yang merupakan objek Pengurangan Pajak PPH Pasal 23
dan Kotributor Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan (Penyumbang
Tenaga pekerjaan) dalam setiap juga memperoleh penghasilan yang di terima
dengan wajib pajak yang di potong PPH ang telah berlaku dalam pengurangan dan
perhitungan pelaporan pph 23 dengan jasa tertentu seperti tenaga lepas harian
memunyai keahlian khusus atau vakasi atas pekerjaan yang di kerjakan.

4. Pajak PPH Pasal 26 Yaitu Pengurangan perpajakan yang di atur oleh pihak kotributor
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan sehubungan dengan Penindakan
berupa deviden, bunga, royalty, hadiah dan Berdasarkan Perolehan pendapatan
Pendapatan lainnya kepada WP luar negeri.

Wajib Pajak baik yang berbentuk perseoranan maupun badan ditunjuk untuk
memotong Pajak PPH Pasal 26. Contohnya Yaitu Pengurangan dan penghitungan



Pajak PPH Pasal 26 atas Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan tertentu
(royalty) yang dilakukan oleh Wajib Pajak berbentuk badan.

5. PPH Final yaitu Pengurangan pajak di laksanakan lembaga pihak Kotributor
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan sehubungan dengan Penindakan
untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi,
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan lainnya. Yang dimaksud final
disini bahwa pajak yang dipotong, Memunggut oleh pihak Kotributor Berdasarkan
Perolehan pendapatan Pendapatan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan, penghitungan pajaknya sudah
selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan Pajak Berdasarkan
Perolehan pendapatan Pendapatan pada SPT Tahunan.

6. Warga negara orang pribadi yang menjalankan usaha berbentuk badan untuk dapat
melaporkan dan memotong pph final Pajak PPH Pasal 4 ayat (2). Demikian
sebaliknya, apabila Wajib Pajak meneriman Berdasarkan Perolehan pendapatan
Pendapatan yang merupakan objek Pengurangan Pajak PPH Pasal 4 ayat (2) dan
Kotributor Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan (Penyumbang Tenaga
Kerja) juga merupakan Pengurangan Pajak PPH Pasal 4 ayat (2), maka atas
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang diterima Wajib Pajak akan
dipotong Pajak PPH Pasal 4 ayat (2) oleh si pihak Pengurangan tersebut. Namun,
apabila Wajib Pajak menerima Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang
merupakan objek Pajak PPH Pasal 4 ayat (2) dan pihak Kotributor Berdasarkan
Perolehan pendapatan Pendapatan Yaitu orang pribadi (bukan Pengurangan), maka
Wajib Pajak tersebut wajib menyetor sendiri Pajak PPH Pasal 4 ayat (2) tersebut.

7. PPH 25 Yaitu Pengurangan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang
dilakukan oleh pihak Kotributor Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan
kepada wajib pajak yang di pilih yang menetapkan norma penghitungan KKeahlian.
Wajib Pajak tertentu tersebut Yaitu lembaga yang penerbangan internasional,
lembaga luar negeri, lembaga pengemboran gas dan panas bumi, perusahaan
melakukan penanaman modal dalam berguna serah guna terima. Wajib Pajak
berbentuk badan ditunjuk untuk memotong Pajak PPH Pasal 15, sedangkan Wajib
Pajak perseorangan tidak ditunjuk untuk memotong Pajak PPH Pasal 15.

8. PPN atau PPN BM adalah pengumpulan PPN atau PPN Bm sebagai lembaga usaha
PKP atau lembaga pengumpulan di tunjuk misalnya bendaharawan pemerintah atas
pengkosumsian yang telah di kenakan pajak. Pengusaha yang di kenakan PPN atau
PPN BM vyaitu yang memili peredaran bruto sebesar Rp.600.000.000 dalam setiap
tahun penghasilan usaha yang telah di tetapkan sebagai pengusaha kena pajak.

h) PEMBERITAHUAN SPT
Surat Kotributortahuan (SPT) merupakan Media bagi Wajib Pajak untuk melaporkan yang
berrkaitan dengan kewajiban perpajakn. SPT harus diisi dengan lengkap, benar, dan jelas
dalam Bahasa Indonesia dengan menetapkan huruf latin dan angka Arab, mata uang
Rupiah, dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan. Serta di sampaikan ke KPP atau
tempat yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.



i) Jenis-jenis SPT:
a. Dalam lapoan SPT Masa Yaitu dilakukan dalam Laporan Surat Pemberitahuan dan

Penindakan pajak bulanan, SPT masa terdiri dari: SPT massa Pajak PPH 21 dan Pasal

26, SPT masa Pajak PPH Pasal 22, SPT masa Pajak PPH Pasal 23 dan Pasal 26, SPT

masa Pajak PPH Pasal 4 ayat (2), SPT masa Pajak PPH Pasal 15, SPT masa PPN dan

PPnBM, SPT masa PPN dan PPnBM bagi Orang yang bertugas Data luran.

b. Surat Kotributortahuan (SPT) Tahunan, SPT dapat kita gunakan sebagai berikut :

1. Dalam setiap pelapran SPT pajak PPH badan 1771

2. Dalam setiap pelapran SPT badan yang telah di ijinkan dengan mengadakan
pembuatan pembukuan laporan keuangan SPT Tahunan Badan berbentuk mata
uang dolar Amerika.

3. Dalam setiap pelapran SPT tahunan pribadi memiliki pendapatan yang di
peroleh dari usaha yang di peroleh dari pekerjaan bebas dengen menyertakan
pembuatan laporan yang sesuai dengan norma perhitungan satu atau lebih
dalam penyaluran tenaga kerja mengenai pajak pph final. Atas penghasilan
yang di peroleh dari satu penyaluran tenaga kerja yang tidak memiliki
pendapatan lain dari bank.



j)

Batas Waktu Penindakan dan Pemberitahuan SPT.

bertugas Data luran Non
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ho. Jenis SPT Massa Batas Waktu Penindakan Batas Waktu Pemberitahuan
1 Fajak PPH Pasal 21/26 Tanggal 10 bulan berkutnya 20 hari s=telah akhir masa
pajak
2. Fajak PPH Pasal 23/26 Tanggal 10 bulan berikutnya 20 hari s=telah akhir masa
pajak
3. Pajak PPH Pasal 25 Tanggal 15 bulan berikutnya 20 hari s=telah akhir masa
pajak
4 Pajak PPH Pasal 22, PPN dan | 1 hari setelah Memunggut 7 hari setelah Penindakan
PPnEM
oleh Bea Cukai
5. Pajak PPH Pasal 22- Pacla hari yang sama pada | Tanggal 14 bulan berikutnya
Bendaharawan saat
Pemerintah penyerahan barang
6. Pajak PPH Pasal 22-Pertaming | Sebelum delivery order dibayar | Paling lambat tanggal 20
setelah
masa pajak berakhir
1. Pajak PPH Pazal 22-Orang yang | Tanggal 10 bulan berkutnya 20 hari s=telah akhir masa
bertuzas Data luran Tertentu pajak
5. Pajak PPH Pasal 4 Ayat (2) Tanggal 10 bulan berikutnya 20 hari s=telah akhir masa
pajak
9. FPM dan PPnBM-PEP Akhir bulan berikutnya Akhir masa pajak berikutnya
sebelum
Pengajuan SPT
10. | PPN dan PPnEBM-Bendaharawan| Tanggal 17 bulan berikutnya 20 hari s=telah akhir masa
pajak
11. | PPN dan PPnBM-Cranz yang | Tanggal 15 bulan berikutnya 20 hari s2telah akhir masa

pajak



10.

PPN dan PPnEM-Bendaharawan

Tanggal 17 bulan berikutnya

20 hari setelah akhir masa
pajak

11. PPM dan PPNEM-Crang yang | Tanggal 15 bulan berikutnya 20 hari setelah akhir masa
pertugas Data luran Mon pajak
Bendaharwan
12. Pajak PPH Wajib Pajak Crang Tamggal 25 bulan ketiga Paling lama 2bulan setelah
Pribadi setelah berakhirmya Akhir akihir Akhir Tahun Buku
Tahun Buku Laporan Keuangan | Laporan Keuangan Pajak atau
Pajak bagian tahun
pajak
13 Pajak PPH Wajib Pajak Badan Tamggal 25 bulan keempat Paling lama 4 bulan
setalah setelah

berakhirnya tahun atau
bagian Akhir Tahun Buku
Laporan Keuangan Pajak

akhir Akhir Tahumn Buku
Laporan Keuangan Pajak atau
bagian Akhir Tahun Buku
Laporan Keuangan Pajak

k) Bentuk dan Isi SPT

SPT Tahunan Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan memuat

tentang kelengkapan jumlah peredaran, jumlah Berdasarkan Perolehan
pendapatan Pendapatan, jumlah Berdasarkan Perolehan pendapatan

SPT Tahunan Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan oleh dalam penyampaian di
wajibkan membuat laporan keuangan neraca dan laba rugi usaha yang telah di
berlakukan sesuai ketentuan sebagai PKP

SPT Tahunan Masa yaitu sekurangnya dapat memenuhi jumlah Pengenaan pajak
berdasrkan pajak peluaran dan pajak masukan yang di kreditkan dengan jumlah
kekurangan atau melebihi pajak.

)  Pembetulan SPT

a. Setiap wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT dengen serta menyampaikan

secara tertulis sesuai dengan peraturan Direturat Jendral pajak yang berlaku
dengan melaksanakan penyelidikan.

SPT tahunan pembetulan sangat perlu di sampaikan dengan baik serta sosialisasi
yang hal wajib dalam penerimaan sesuai dengan surat ketetapan pajak yang
berlaku, serta adanya putusan banding yang berlaku setiap akhir tahun. Dengan
adanya laporan keuangan sebelumnya dan beberapa akhir tahun tutup buku
laporan keuangan.

m) Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Surat ketetapan pajak (SKP) adalah bahwa setiap wajib pajak di wajibkan untuk kita
mengukur dalam perhitungan dalam membayar pajak terhutang dalam peraturan
perundangan pajak yang berlaku perPeraturan Perpajakanan perpajakan, sehingga
penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada WP sendiri melalui Surat
Kotributortahuan (SPT) yang disampaikannya. Penerbitan suatu Surat Ketetapan pajak (SKP)
hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian
SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP.
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n)

o)

p)

Fungsi surat ketetapan pajak yaitu
e Sebagai bentuk dalam melaksanakan pelaporan fiskal pajak terntentu dengan
sesuai hasil dan ketentuan berlaku.
e Sebagai bentuk dalam admin transaksi pajak
e Sebagai bentuk tagihan pajak
KELEBIHAN PENINDAKAN PAJAK
Kelebihan Penindakan pajak akibat dari adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Hukuman Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan
Hukuman Administrasi, Surat Pengurangan Hukuman Administrasi, Surat Keputusan
Pengurangan Ketetapan Pajak, dan Surat Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali,
Serta Surat Keputusan Kotributoran Imbalan Bungan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
Apabila wajib pajak memiliki utang pajak Mencangkup Wilayah semua jenis pajak baik di
pusat maupun cabang-cabangnya, kelebihan bayar tersebut harus diperhitungkan terlebih
dahulu dengan utang pajak tersebut, dan jika masih terdapat sisa lebih maka dikembalikan
kepada Wajib Pajak.
Surat Tagihan pajak (STP) Yaitu sebagai berikut :
a) Sesuai perpajakan telah di tetapkan dalam suatu pendapatan satu pembukuan tahun
pajak yang kurang bayar
b) Mendapatkan laporan penelitian SPT yang terdapat satu kekurangan dalam penindakan
pajak akibat salah satu atau dalam perhitungan
c) Ketetapan wajib pajak dalam mengenai hukum pada admnistrasi pajak denda
d) PKp yang melaksanakan dapat laporkan dalam ketidak sesuaian waktu tanggal
pelaporan faktur di buatkan
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g) Contoh Pelaporan Surat Tagihan Pajak penghasilan

CEPARTEMEN KEUARGAN REPUBLIK INDOHESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR POLAYAKRN PAJAK

PRATAMA BANJARNEGARA
Pajegtampung.com
SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN

Nomar :00212/105/15/629/16 . Tenope Penerbitean - 21 April 2016

M Tatun Pask . 9015 Zapgel Jatu Tempo 22 Mei 2016

| Telah dilakukan peneltian atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasian; i

Hama l“I'l'l"lh J"-“']-?Ih 1 SAMSUL HADL mm m“w“n'wl.m

HFWP ; 123456789-626.000 KPP Takun Terbit

Il Dasi penslitian bersebut diatas, jumlah yang mash hans dibayar adalah sebagai berikut:

1. Andrsuran Pajak/Poknk Pajak yang hans dibdyar kp
& Telah dibayar Ep
3. Kiran) dibdyar (1-2) Rp
4. Sanks! Admintstrasi:
&, Dency Paghl 7 KLP
b. Bunga Pasal § (2) Kup
¢ Bunga Pasal 8 (25) KUP
d. Bunga Pasl 9 (2a) KUP
e, Bunga Pasal 9 (30) KuP
. Bungd Pazl 14 (3) KUP
5. Bunga Pasal 19 (2) KUP
b, Bunga Pasal 19 (3) KUP
i, Jumlsh sanksi adminisirasi (a#bacedeesf+g+h) fi 100,000
5. Jumiah yang masih harus dibayar (344.1) kp 100,000

100.000

FErEFgaEEa8

Terbildng : Sdrdtur rbu rupish

r) Adapun Hukuman-Hukuman yang berkaitan dengan kekuatan hukum Surat tagihan pajak
memiliki kekuatan tersebut antara lain:

a) Hukuman Administrasi, Hukuman administrasi ini lebih cenderung pada peringatan bagi
para Wajib Pajak agar tidak kembali mengulangi pelanggaran yang akan berakibat
mengenainya Hukuman pidana bila mereka tidak mengindahkan aturan yang ada.
Hukuman Administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak,
bagian Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak, atau Akhir Tahun Buku Laporan
Keuangan Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan pajak atas Surat Tagihan
Pajak yang diterbitkan karena Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan
dalam satu tahun ajak atau 12 bulan saat berjalan tidak kurang atau kurang bayar yang
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menunjukan pajak kurang di bayar karena terdapat salah hitung atau kesalahan
penulisan.

Latihan Soal

Sebutkan pengertian Surat Tagihan Pajak ?

Sebutkan dan jelaskan bentuk dan pengisian SPT ?

Sebutkan fungsi ketetapan perpajak yang berlaku

Sebutkan dan jelaskan batas waktu penindakan dan pemberitahuan SPT

vk wnN e

Sebutkan apa saja jenis Batas Waktu Penindakan dan Pemberitahuan SPT

Daftar Pustaka

e Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountreprentative serta kepatuhan
wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.

e Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.
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BAB IlI
PAJAK BERDASARKAN PEROLEHAN PENDAPATAN PENDAPATAN

A. Campaian Pembelajaran

Mahasiswa di harpakan dapat mengerti dan memahami Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan

Pendapatan yang berlaku seperti Devisi Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan, Subjek Dan

Topik Perpajakan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan

B. Materi Pembelajaran

1.

Devisi Dasar Pajak Penghasil
Dasar tagihan pajak yang berada di negara Indonesia di laksanakan dengan adanya Tanement tax
(huistaks) sejak tahun 1986. Huitaks Yaitu pungutan yang mengenai Apabila sewa kepada Orang yang
menetapkan bumi Apabila tempat berdirinya rumah atau bangunan.
Makin maraknya setiap badan usaha dalam negara indonesia setiap seperti perkebunan padah Tahun
1925, pemrintah Hindia Belanda mendirikan istilah Ordonasi Pajak. Apabilaman Ordonasi Pajak Yaitu
laporan perpajakan yang mengenai tingkat laporan kinerja keuangan, dengan sebutan lain yakni pajak
pribadi yang bekerja memiliki penghasilan. Ordonasi pajak ini telah ebberapa kali mengalami perubahan
antara lain penyesuaian dengan Peraturan Perpajakan.
Apabila mana telah disinggung sebelumnya pengenaan Pajak Perseroan, Pajak Kekayaan, Pajak
Pendapatan, dan Pajak Penjualan sebetulnya sudah dilaksanakan lebih jauh, namun dengan tuntutan
kebutuhan dan penyesuaian terhadap kemajuan jaman, perubahan terhadap Peraturan Perpajakan
Perpajakan pun dirubah dengan tujuan meningkatkan pendapataan Pengenaan pajak Negara Indonesia
di laksanakan melalui Amesti Pajak yang di laksanakan tahun 2020 Yaitu pungutan yang mengenai
Apabila sewa kepada Orang yang menetapkan bumi Apabila tempat berdirinya rumah atau bangunan.
Makin berkembangnya perusahaan badan yang mulai berdiri Di Negara Indonesia yang bergerak seperti
perkebunan padah Tahun 2020, pemrintah Hindia Belanda mendirikan istilah Ordonasi Pajak.
Apabilaman Ordonasi Pajak melalui mengenai terhadap laba perseroan, dengan sebutan lain yakni Pajak
Perseroan. Ordonasi pajak ini telah ebberapa kali mengalami perubahan antara lain penyesuaian dengan
Peraturan Perpajakan.
Pokok PerpajakanBerdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan memperoleh Berdasarkan Perolehan
pendapatan Pendapatan dan menjadi sasaran unutk dikenkan Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan
Pendapatan.
Berdasarkan keputusan Direkturat Jendral pajak No. 57/KM.10/2022 yaitu bentuk untuk pembayaran
kurs pajak, penjuakan barang dan jasa seperti produk barang mewah Serta Pajak penghasilaan Lembaga
atau Orang yang bertugas Data luran pajak dan Pengurangan pajak tertentu.

e Pokok Perpajakandikelompokan Apabila berikut:

1) Pokok PerpajakanOrang Pribadi

2) Pokok Perpajakanwarisan serta belum di bagi keada salah satu pihak atau di berikan kepada
yang berhak.

3) Pokok PerpajakanBadan. Perusahan Badan Usaha yaitu suatu tingkat kumpulan orang atau
yang mempunyai modal untuk menjalankan usaha maupun tidak melakukan usaha seperti
perseroan terbatas, Perseroan komanditer, BUMN, serta badan usaha yang memiliki daerah
dengan nama dan bentuk berbeda.

4) Pkok dasar bentuk berbadan usaha yang berstatus tetap dalam suatu kegiatan yang serta
dalam pengunaan orang pribadi bertempat di indonesia selama 1 tahun. Dan tidak
bertempat tinggal di luar negeri serta melaksankan kegiatan ekerjaan di indonesia.
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3.

Pokok PerpajakanDalam negeri
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indoensia, orang pribadi yang berada Negara Indonesia
Banyaknya waktu 183 hari dalam Jatuh Tempo Pajak 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu waktu
Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak berada Negara Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat
tinggal Negara Indonesia.
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan Negara Indonesia, kecuali unit tertentu dari pemrintah
yng memenuhi kriteria pembentukannya berdasarkan Peraturan Perpajakan, pembiayaannya bersumber
dari APBN atau APBD, dan penerimaannya dimasukan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Wilayah, pembukuannya diperiksa oleh aparat Penyelidikan Dalam fungsional.
Pokok PerpajakanLuar Negeri
Orang pribadi yang tidak tinggal bertempat tinggal di Negara Indonesia, orang pribadi yang dalam waktu
183 hari atau dalam waktu 12 bulan lembaga badan yang didirikan bertempat kedudukan di Negara
Indonesia yang memiliki usaha serta menjalankan usaha dalam kegiatan apapun di Negara Indonesia
yang sesuai dengan peraturan Perpajakan melaporkan kegiatan Usahanya.
Yang tidak termasuk subjek pajak antara lain sebagai berikut:
a) Lembaga kantor negara asing
b) Lembaga organisasi Internasional seperti antara lain

v' Warga Negara indonesia yang Mejadi anggota Internasional tersebut.

v Tidak menjalankan usaha lain atau pekerjaan lain untuk mendapatkan penghasilan di

Indonesia

c) Pejabat yang termasuk di Internasional antara lain:

v/ Bukan warga Negara Indonesia

v' Tidak menjalankan usaha kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di

Indonesia.

WAUJIB PAJAK DALAM NEGERI DAN WAIJIB PAJAK LUAR NEGERI

Wajib Pajak Yaitu Wajib pajak perseorangan Atau Badanyang telah memenuhi kewajiban subjektif dan
objektif. Pokok Perpajakanorang pribadi dalam negeri yang memiliki Berdasarkan Perolehan
pendapatan Pendapatan yang besarnya melebihi Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan
Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib memiliki NPWP dan Wajib pajak yang memiliki Berdasarkan Perolehan
pendapatan Pendapatan dibawah PTKP tidak wajib mendaftar dan memiliki NPWP.

Perbedaan antaraWP dalam negeri dengan WP luar negeri

Perbedaan

Wajib Pajak Dalam negeri

Wajib Pajak Luar Negeri

Sumber pengenaan pajak

Berdasarkan Perolehan
pendapatan Pendapatan baik
yang diterima dari dalam
maupun dari luar negeri.

Berdasarkan Perolehan
pendapatan Pendapatan yang
bersumber dari usaha/kegiatan
di Indonesia

Dasar pengenaan pajak

Dari Berdasarkan Perolehan
pendapatan Pendapatan Netto

Dari  penghasila bruto
dengan tarif pajak sepadan.

Pemberitahuan

Wajib Pajak dalam negri wajib
menyampaikan SPT Pajak
Berdasarkan Perolehan
pendapatan Pendapatan dalam
satu Akhir Tahun Buku Laporan
Keuangan Pajak.

Tidak wajib menyampaiakn
SPT Pajak, karena Pengurangan
pajaknya bersifat final.
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7. TOPIK PERPAJAKAN BERDASARKAN PEROLEHAN PENDAPATAN PENDAPATAN

Topik Perpajakan memiliki arti segala bentuk barang, keiatan vakasi kegiatan khusus, kegiatan yang dapat
menjadi target perpajakan. Topik Perpajakan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dari Kewajiban Dalam dalam hubungan kerja dan
Kewajiban Dalam bebas seperti gaji, honor, Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dari praktek
atau kegiatan seorang ahli. Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dari usaha atau luar
hubungan kerja.Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Berdasarkan Perolehan pendapatan
Pendapatan lain-lain seperti hadiah, royalti, keuntungan selisih kurs premi asuransi, Berdasarkan
Perolehan pendapatan Pendapatan dari kegiatan berbasis syariah, surplus bank Indonesia, tambahan
dari kekakyaan lain yang belum dikenai pajak, dsb.

C. Latihan Soal
1. Sebutkan dan jelaskan perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri
2. Sebutkan dan jelaskan termasuk Pokok PerpajakanDalam Negeri Dan Luar negeri ?
3. Jelaskan apa yang mempengaruh Topik Perpajakan
4. Jelaskan apa yang ketahui tentang Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan?

D. Daftar Pustaka
e Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountreprentative serta kepatuhan
wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
e Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.
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BAB IV
Kita Mengukur Dalam Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Sendiri
PAJAK PPH Paal 25, Pajak PPH Pasal 29 dan Pajak PPH Final 1 % - PP.46

A. Campaian pembelajaran
Mahasiswa di harpakan dapat mengerti dan memahami Perhitungan Pajak penghaslan PAJAK yang
meliputu dari PPH 25, PPH 29 Dan PPH Final 1 %

B. Materi Pembelajaran

a)

b)

Pengantar

Pajak Penermaan Pendapatan Pasal 25 Yaitu Penindakan pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan
Pendapatan dengan system Penindakan anggsuran.

Setelah berakhirnya Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak 2021, bagi setiap wajib pajak menjalankan
kewajiban melaporkan SPT tahunan setiap akhirnya sesuai tahun buku Laporan Keuangan laporan SPT
Tahunan wajib di laporkan Setiap Bulan April Khusus Perusahaan Badan Dan Khusus Wajib Pajak orang
pribadi Di laporkan Paling lambat bulan.

Tujuan

Untuk kita dapat memberikan kemudahan khususnya dalam setiap kegiatan pajak pada akhir tahunnya,
dengan hukuman terlambatnya PPH 25 adalah pajak yang di kenakan dalam denda 2% selama 1 bulan
yang terhitung sejak tanggal yang di tentukan.

Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan

Kewajiban Pajak PPH secara umum untuk badan (PT, CV, Koperasi, Yayasan, dan bentuk badan lainnya):

a. Kita Mengukur Dalam pajaknya sendiri (antara lain pph 21, pph 25, dan pph 29)

b. Kita Mengukur Dalam memotong pajaknya orang lain atau pihak lain (antara lain pph 21, pph 25.
Dan pph 29)

Kita Mengukur Dalam Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan sendiri :
Mulai tahun 2017 Kita Mengukur Dalam pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan sendiri
orang pribadi atau bada secara garis besar antara lain ada 4 Kita Mengukur Dalam :

1) Hasil penjumlahan kegiatan bruto pendapatan kegiatan usaha (penjualan setahun tahun dahulu)
Banyaknya waktu Rp.4.800.000.000,00 menyetor pajaknya sendiri dengan cara :

1. Kita Mengukur Dalam pendapatan pajak satu tahun pajak yang terhutang.

2. Kita Mengukur Dalam pembayaan pajak yang di bayarkan setiap akhir tahun pajak adalah PPH
29

3. Kita Mengukur Dalam pajkanya di setor tiap bulan di sebut PPH 25

2) Penadapatan kegiatan transaksi dengan jumlah pendapatan hingga tidak hingga
Rp.4.800.000.000 setiap setoran pajak.

3) Jasa Kewajiban Dalam bebas, tidak boleh Pajak PPH final 1 % harus Pajak PPH pasal 25 baik
penjualan Banyaknya waktu 4.800.000.000,00 maupun penjualan hanya ratusan juta harus Kita
Mengukur Dalam pajaknya sendiri dengan cara (seperti huruf A):

1. Kita Mengukur Dalam laporan pajak yang sesuai ketentuan terhutang pph setiap 1 tahun
buku

2. Kita Mengukur Dalam laporan pajak setiap akhir tahun pajak PPH
Kita Mengukur Dalam pajkanya di setor tiap bulan di sebut Pajak PPH25
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4) Usaha yang di kenakan Pajak PPH final lainnya selain Pajak PPH final 1 % tetap di kenakan Pajak
PPH final menurut tarifnya sendiri misalnya menyewakan bangunan kena Pajak PPH final 10 % (
jenis Pajak PPH final halaman 113-117)

Contoh usaha kena Pajak PPH pasal 25 dan Pajak PPH final 1%

Tabel 1.1 : Contoh Usaha Kena PAJAK PPH Pasal 25
Tahun Penjualan Setoran bulanan Pajak PPH pasal
25 atau Pajak PPH final 1%

2013 Rp. 4.000.000.000

Penjualan tahun lalu 2013 tidak
lebih 4.2800.000.000 maka januari
2014 s/d desember 2014 Pajak
PPH final 1 % tiap bulan
Penjualan tahun lalu 2014 2014
lebih 4.8200.000.000 maka januari
2014 s/d desember 2015 Pajak
PPH pasal 25 tiap bulan.
Penjualan tahun lalu 2015 lebih
4.800.000.000 maka januari 2016
5/d desember 2016 Pajak PPH
pasal 25 tiap bulan.

Penjualan tahun lalu 2016 tidak
lebih 4.800.000.000 maka januari
2017 s/d desember 2017 Pajak
PPH final 1% tiap bulan.

2014 Rp. £.000.000.000

2015 Rp. 5.000.000.000

2016 Rp. 4.800.000.000

2017 Rp. 4.700.000.000

c) Jasa Kewajiban Dalam bebas Yaitu Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dari :
Yang memiliki ketrampilan khusus yang melaksakan kewajiban bebas yang terdiri dari Spesialis Dokter,
Arsitek, Pembawa acara, olahragawan, Pengajar, atau pelatih.
Siapa yang di kenakan PAJAK PPH ?
e Wajib pajak pribadi
e Mendapatan harta belum di bagi
e Menjalankan usaha badan tetap
e Melakukan kegiatan di negara Indonesia berpusat di luar negeri.
Wajib pajak di bagi 2 Yaitu :
o Kegiatan pajak pribadi dalam Negeri subjek pajak berada dalam negeri yang tinggal di Negara
Indonesia selama kurang lebih 1 tahun serta mendapat penghasilan di Negara Indonesia.
e Kegiatan pajak pribadi dalam luar negeri menjalankan kegitatan usaha atau pekerjaan
memperoleh pendapatan Indonesia, serta tidak tinggal di indonesia.
d) Yang tidak termasuk sebagai wajib pajak
e Lembaga kantor cabang dari negara luar.
e Pimpinan kantor cabang diplomatic, Pimpinan — Pimpinan lain dari Negara asing
e Organisasi internasional

e Pimpinan — Pimpinan kantor cabang organisasi internasional
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e) Termasuk Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang di kenakan Pajak PPH antara lain :
e Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Kewajiban Dalam Seperti pembayaran upah, Honor
Dan Sebagainya.
e Mejalankan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan usaha
e Menjalankan kegiatan memperoleh undian sehingga mendapatkan hadiah.
e Menjalankan kegiatan untuk memperoleh keuntungan setiap kegiatan usaha
f) Tidak berada dalam Topik Perpajakan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan ( tidak di kenakan
Pajak PPH)
o Mendapatkan sumbangan yang meliputi pembayaran zakat oleh lembaga amil yang telah
mendapatkan perijinna dari pemerintah.
o Mendapatkan harta dalam tunai yang belum masuk di lembaga amil zakat telah mendapatkan
peijinan dari pemerintah.
g) Dari mana Kita Mengukur Dalam Pajak PPH ?
Yang menjadi dasar untuk Kita Mengukur Dalam Pajak PPH Yaitu Berdasarkan Perolehan pendapatan
Pendapatan kena pajak
1. Menjalankan kegiatan usaha yang berbentuk tetap seperti contoh Perseoran Terbatas(PT),
Yayasan. Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Kena Pajak = Laba Bersih /
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan neto
2. Usaha untuk orang pribadi
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Kena Pajak = Laba bersih / Berdasarkan
Perolehan pendapatan Pendapatan neto ) di kurangi PTKP

PTKP Setahun Tahun 2021 Tahun 2022
1. Untuk diri sendiri wajib pajak  Rp. 36.000.000 Rp. 54.000.000
2. Tambahan menikah [ kawin Rp. 3.000.000 Rp. 4.500.000
3. Tambahan tangungan keluarga Rp. 3.000.000 Rp. 4.500.000

Maksimal 3 orang anak

4, Untuk istri yang Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Rp. 36.000.000 Rp.
54.000.000 Di gabung dengan Berdasarkan Perclehan pendapatan Pendapatan suami
Di beri tambahan PTKP

Soal
Harni belum menikah manangung 1 orang tua, 1 anak angkat, 1 adik kandung yang masih kuliah hitung
PTKP ? adik kandung tidak kena PTKP

Jawab :
PTKP TK /2 Tahun 2022
Wajib Pajak Sendiri 54.000.000
Anak 4.500.000
Orang Tua 4.500.000
Jumlah £3.000.000
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Tariff Pajak PPH orang pribadi :
Tabel 1.2 Tarif PPH Pribadi

MNao,. Berdasarkan Perolehan | Tariff
pendapatan Pendapatan kena
pajak
1. Sampai dengan Rp.50.000.000 5%
2. Di atas 50.000.000 15 %
3. Di atas Rp. 250.000.000 25%
4, Di atas Rp. 500.000.000 30 %

Penjelasan tariff pph pribadi tersebut maka dapat di simpulkan bahwa
1. Yangdikalikan dengan tariff 5 % maksimla Rp. 50.000.000
2. Yang di kenakan tariff 15 % maksimal Rp. 200.000.000 karena Kita Mengukur Dalam di mulai
di atas Rp 50.000.000
3. Yang di kalikan tariff 25 % maksimal Rp. 250.000.000 karena Kita Mengukur Dalam di mulai
diatas 250.000.000
4. Yang kena tariff 30 % Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan kena pajak
Rp.500.000.000
Misal A tahun 2016 memperoleh Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan terkena pajak
penghasilan sebesar Rp. 600.000.000

setahun : 5 % 50.000.000 =2.500.000
: 15 % X 200.000.000 =30.000.000
125 % 250.000.000 =62.500.000
:30 % X 100.000.000 =30.000.000
Jumlah =125.000.000
Soal

Santi sudah menikah dengan sinta beliau sudah mempunyai 1 anak perempuan tahun 2021, santi
menjalankan kegiatan usaha memperoleh pendapatan usaha sebesar Rp.5.800.000.000, HPP Sebesar
Rp.5.000.000.000 serta biaya usaha Sebesar Rp.200.000.000 sebagai pph.

Perintah buatlah pph terhutang tahun 2021
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Jawab :

Penjualan : Rp. 5.800.000.000
Harga Pokok Penjualan : Rp. 5.000.000.000
Laba Bruto : Rp. 200.000.000
Biaya Usaha : Rp. 200.000.000
Laba Bersih : Rp. 600.000.000
PTKP : Rp.  54.000.000
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Kena Pajak : Rp. 546.000.000
PAJAK PPH Terutang : 5 % X 50.000.000 : Rp. 2.500.000
15 % ¥ 150.000.000 :Rp. 22.500.000
25 % X Rp. 200.000.000 :Rp. 50.000.000
30 % X Rp. 146.000.000 :Rp.  43.800.000
Jumlah :Rp. 118.000.000

Tarif PAJAK PPH Badan
Tariff Pajak PPH badan sebesar 25 % ( UU Pajak PPH Pasal 17)
Ada fasilitas pengurangan tariff Pajak PPH sebesar 50 % ( Pasal 31 E)
Pasal 31 E
Selaku menjalankan usaha dengan pendapatan Sebesar Rp. 50.000.000.000 mendapatkan fasilitas
khusus dengan pengurangan tarif sehingga sebesar 50% dari tariff umum. Yang di kenakan atas
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan wajib pajak menjalan usaha memperoleh peredaran
Bruto hingga Rp.4.800.000.000, dari pasal 17 dan Pasal 31 E, Pengertian Tarif PAJAK PPH badan Yaitu
Apabila berikut :

Tabel 1.3 Tarif Badan

Mo Peredaran Bruto / Penjualan Tarif Pajak
1 Penjualan 5/d Rp. 4.800.000.000 Labanya kena pajak 125 %
mendapat fasilitas
2 Penjualan di atas 4.800.000.000 s/d Rp. | Penjualan yang s/d
50.000.000 4.800.000.000 labanya kena
pajak 12.5 %

Penjualan selebihnya diatas
4.8300.000.000 laba kena pajak 25
%

3 Penjualan Diatas 50.000.000.000 Labanya kena pajak 25 % tidak
mendapat fasilitas
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Latihan

PT Bima dalam tahun 2012 melakukan penjualan sebesar Rp.4.200.000.000, harga pokok penjuala sebesar
3.300.000.000, dan biaya usaha sebesar 400.000.000 dari asumsi angka —angka UU Pajak PPH).

Hitung PAJAK PPH terutang tahun 2012

Keterangan :

Tahun 2012 belum berlaku Pajak PPH final 1 %, maka penjualan 4.200.000.000 masih Kita Mengukur Dalam
pajak ( Pajak PPH final 1 % berlaku mulai tahun 2014)

Jawab : Penjualan : Rp. 4.200.000.000
Harga Pokok Penjualan : Rp. 3.300.000.000
Laba Bruto :Rp. 500.000.000
Biaya Usaha :Rp.  400.000.000
Laba Bersih / PKP :Rp. 500.000.000

Pajak PPH Terutang 12.5 % x 500.000.000 :Rp.  62.500.000

Norma Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Neto
Norma Yaitu presentase (%) laba bersih menurut peraturan pajak
Laba bersih menurut norma di hitung dari jumlah penjualan setahun.
Tahun 2013 dan sebelumnya semua wajib pajak orang pribadi yang penjualan setahun tidak lebih
4.800.000.000 untuk Kita Mengukur Dalam laba bersih kena pajak, dapat menetapkan pembukuan atau
dapat menggunkan norma.
Mulai tahun 2014 dengan adanya Pajak PPH final 1 % maka yang boleh menetapkan norma hanya orang
pribadi yang melakukan Kewajiban Dalam bebas.
a. Menetapkan Pembukuan
e Mengadakan buku — buku (buku penjualan, buku pembelian, buku kas, dan buku lainnya)
e Menutup buku — buku akhir tahun dengan membuat Neraca dan daftar Laba Rugi
e Phdi hitung dari laba / rugi penjualan
b. Menetapkan Norma
Yang boleh menetapkan Norma, orang pribadi Kewajiban Dalam dengan bebas memperoleh
penjulana bebas (Peredaran bruto) Banyaknya waktu hingga Rp.4.800.000.000 dengan persyaratan
sebagai berikut:
e Membuat catatan peredaran usaha (penjualan)
e Melaporkan ke kantor pajak bahwa memilih menetapkan norma Berdasarkan Perolehan
pendapatan Pendapatan neto
e PAJAKPPH di hitung darilaba bersih berdasarkan Norma Berdasarkan Perolehan pendapatan
Pendapatan Neto
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Contoh :
Morma Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Meto di kota semarang antara lain :

* Konsultan 155 %
» Dokter 145 %
* NMNotaris 155 %
* Kewajiban Dalam Bebas tingkat tehnik :25%
*  Arsitek 147 %

* Kewajiban Dalam Bebas tingkat Medis :29 %
* Kewajiban Dalam Bebas Tingkat Seni  :35%

Soal :
Karimun Telah menikah memiliki 3 anak dalam tahun 2016 melakuakn jasa pelatihan menari (Pekerjana
Bebas), penerimaan Rp.600.000.000 dengan biaya usaha Rp.400.000.000
Hitung Pajak pph tahun 2016
a. Karimun memilih menetapkan pembukuan
b. Karimun memilih menetapkan Norma ( Misalnya Normanya 35 % )

Jawab :

Menetapkan Pembukuan

Penjualan / Penerimaan : 600.000.000

Biaya Usaha : 400.000.000

Laba bersih : 200.000.000

PTKP : 72.000.000

Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan kena Pajak : 128.000.000

Pajak PPH Terutang : 5 % X 50.000.000 :2.500.000

Pajak PPH Terutang : 15 % X 78.000.000 : 11.700.000

Jumlah : 14,200.000

Menggunakna Norma

Besarnya norma ... % laba bersih berbeda — beda untuk masing — masing jenis usaha

Penerimaan 1 600.000.000

Laba bersih : 35 % X 600.000.000 : 210.000.000

PTKP 1 72.000.000

Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan kena pajak : 138.000.000

Pajak PPH Terutang 5 % X 50.000.000 1 2.500.000
10 % X &8.000.000 1 3.200.000

Jumiah : 5.700.000]|

Menghtung Pajak PPH 25
Pajak PPH 25 meliputi pajak yang harus di bayarkan setiap bulan seperti Wajib pajak Badan Usaha (PT, CV,
Koperasi, Yayasan)
1. Perusahaan setiap akhir tahun Kita Mengukur Dalam PAJAK PPH pasal 29 (PAJAK PPH Akhir Tahun )
yang harus di bayar dan di laporkan selambat — lambatnya tanggal 30 april
2. Setelah perusahaan Kita Mengukur Dalam Pajak PPH akhir tahun (Pajak PPH Pasal 29 ) maka
perusahaan harus langsung Kita Mengukur Dalam berapa Pajak PPH yang harus di bayar sendiri atau
Pajak PPH pasal 25 setiap bulan tahun berikutnya.

3. Cara Kita Mengukur Dalam Pasal 25 secara Umum Apabila berikut :
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Perhitungan Pajak PPH pasal 25 wajib pajak badan (PT, CV, DLL)
Laba bersih / Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Neto tahun lalu  : XXXXXX

Pajak PPH Terutang T XXXXXX

Di kurangi Pajak PPH di pungut Pihak Lain

Pasal 22, 23, 24 Tahun Lalu + XXXXXX

Pajak PPH yang harus di bayar sendiri setahun_ : XXXXXX

Pajak PPH Pasal 25 :XXXX dibagi 12 XXXXXX
Contoh

Misal tahun 2016 penjualan setahun 51.000.000.000
Laba bersih / Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Neto tahun lalu: Rp.1.000.000.000

Pajak PPH terhutang sebesar 25 % X Rp.1.000.000.000 : 250.000.000
Di kurangi dengan pph terhutang PPH 22, 23, 24 misalnya : 130.000.000
PAJAK PPH yang yang di bayar sendiri setahun : 120.000.000
Pajak PPH 25 setiap bulan sebesar Rp.120.000.000 di bag 12 :10.000.000

Kita Mengukur Dalam Pajak PPH pasal 25 Ada penghasilan tidak teratur
1. Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan teratur di terima atau di peroleh tiap — tiap tahun (
missal laba usaha)
2. Penghasialn tidak teratur, di peroleh tidak tiap tahun (Berdasarkan Perolehan pendapatan
Pendapatan luar usaha)
3. Kita Mengukur Dalam Pajak PPH pasal 25 hanya dari Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan
teratur saja
Soal
PT. SINAR SEJAHTERA mempunya usaha menjalankan kegiatan laut pada tahun 2021 memiliki pendapatan
penjualan sebesar Rp.55.800.000.00, serta HPP sebesar Rp.55.000.000, dan biaya usaha sdengan jumlah
Rp.20.000.000 (Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan tidak teratur menyewakan mesin — mesin
sebesar Rp.20.000.000.000, PPH 23 Berjumah Rp.400.000, penjulan berjumlah Rp.55.800.000.000 sudah
termasuk dalam penjualan pemerintah berjumlah Rp.1.000.000.000, di potong PPH 22 berjumlah
Rp.15.000.000.000, Pajak PPH Rp.120.000.000 hitunglah A. Berapa pajak pph pada akhir tahun 2016 dan ph
25 setiap bulannya pada tahun 2017.
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Jawab :
Perhitungan Pajak PPH akhir tahun 2016

Penjualan : 55.800.000.000
Harga Pokok Penjualan : 55.000.000.000
Laba Bruto : 200.000.000
Biaya Usaha :  200.000.000
Laba bersih :  500.000.000
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan sewa mesin : 20.000.000
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan neto :  620.000.000
Kompensasi Rugi tahun lalu i-
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan kena Pajak :  620.000.000
Pajak PPH terutang : 25 % X 620.000.000 »  155.000.000
Kredit Pajak Pajak PPH 22 = 15.000.000

Pajak PPH Pasal 23 = 400.000.000

PAJAK PPH Pasal 25 =120.000.000

: 135.400.000

Pajak PPH akhir tahun 2016 (Pajak PPH Pasal 29 ) : 19.600.000

Pajak PPH pasal 25 tiap bulan tahun 2017
Laba bersih / Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Neto tahun lalu  : §20.000.000

Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Sewa Mesin (di kurangi ) : 20.000.000
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan kena pajak : 600.000.000
Pajak PPH terutang 25 % 600.000.000 : 150.000.000
Kredit Pajak : Pajak PPH 22 : 15.000.000
: Pajak PPH pasal 23 : =
Jumlah kredit pajak : 15.000.000
Pajak yang di bayar sendiri : 135.000.000

Pajak PPH pasal 25 = 135.000.000 : 12 = 11.250.000

Kita Mengukur Dalam pph 25
Wajib Pajak orang Pribadi
1. Warga negara yang memiliki NPWP Pribadi miliki kegiatan wirawasta Dalam tertentu (OPPT) Yaitu
usaha grosir, dagang eceran dan jasa. PPH 25 berdasarkan penjualan setiap tahun buku, penjualan
kegiatan tahun lalu apa tidak Rp. 4.800.000.000
Jawabnya tidak lebih sebesar Rp.4.800.000.000 menyetor pph 25 pada setiap bulan sebesar 0.75%
penjualan setiap bulan untuk setiap tempat usaha
Jawabannya yang tidak lebih pada berjumlah menyetor laporan pembayaran pajak Final 1% setiap
bulan pajak berdasarkan pendapatan.
2. Wajib pajak orang pribadi menjalankan kewajiban babas seperti pajak PPH 25 setiap bulan
berdasrkan pajak PPH setahun selalu yang di bayar sendiri selama 12 bulan.
3. Wajib pajak orang pribadi mendapatkan kena pajak di kenakan Pajak PPH final selain Pajak PPH final
1 % tetap di kenakan Pajak PPH final menurut tariff Pajak PPH final masing — maisng sesuai dengan
jenis kena Pajak PPH final.
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C. Latihan Soal:
1. Tidak termasuk Topik Perpajakan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan ?
2. Apa yang di maksud Pajak Penermaan Pendapatan Pasal 25 ?
3. Siapayang di kenakan PAJAK PPH ?
4. Termasuk Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang di kenakan Pajak PPH antara lain
D. Daftar Pustaka
e Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountreprentative serta
kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
e Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.
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BAB V
Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan PAJAK PPH 21
A. Campaian Pembelajaran

Setelah mata kuliah perpajakan ini di harapkan mahasiswa dapat memahami tentang Pajak Berdasarkan

Perolehan pendapatan Pendapatan PAJAK PPH 21 Serta Hak dan kewajiban yang melekat di Pajak

Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan PAJAK PPH 21.

B. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan PAJAK PPH 21
Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 21 (Pajak PPH 21) Yaitu wajib pajak yang telah
di kukuhkan sebagai wajib pajak pribadi dalam negeri atas Berdasarkan Perolehan pendapatan
Pendapatan yang terkait dengan Kewajiban Dalam, jasa, atau kegiatan. Berdasarkan Perolehan
pendapatan Pendapatan yang diterima Mencangkup Wilayah gaji, honorarium, tunjangan, upah, dan
Penindakan sebagai bentuk lain yang berhubungan dengan kewajiban dalam pekerjaan jasa atau kegiatan
yang diberikan tersebut.
Penindakan Pajak PPH 21 ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui Pengurangan oleh pihak-pihak
tertentu.lembaga yang menjalankan Pengurangan, penyetoran, dan Pemberitahuan atas Pajak PPH 21
Yaitu seperti lembaga penyumbang tenaga kerja, bendaharawan pemerintah, bada usaha, penyelengara
dana pensiun.

2. FF PENGURANGAN Pajak PPH 21
Pengurangan Pajak PPH 21 Yaitu Wajib Pajak Wajib pajak perseorangan Atau Badantermasuk Bentuk
Usaha Tetap yang memiliki kewajiban melakukan Pengurangan pajak atas Berdasarkan Perolehan
pendapatan Pendapatan yang sehubungan dengan Kewajiban Dalam, jasa, dan kegiatan.
Pengurangan Pajak PPH 21 sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER- 16/PJ/2016 terbaru
antara lain:

a. Penyumbang Tenaga Kerja : orang pribadi atau badan, cabang, kantor cabang ,unit atau bagian
administrasi yang melakukan sebagian atau seluruh kegiatan yang terkait dengan Penindakan gaji,
upah, honorarium, atau tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan Kewajiban Dalam, jasa,
atau kegiatan.

b. Bendaharawan atau pemegang kas pemrintah.

c. Badan atau penyelenggara dana pensiun, jaminan hari tua, jaminan sosial dan sejenisnya.

Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau Kewajiban Dalam bebas yang membayar gaji,
tunjangan, honorarium, dan sejenisnya.

e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional maupun
internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga yang Mengadakan kegiatan, yang
membayar honorarium, hadiah, penghargaan, fee, atau penghargaan dalam bentuk apapun
kepada Wajib Pajak dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

28



3. Hak Dan Kewajiban Pengurangan PPH 22 adalah sebagai berikut :
1. Hak dalam pengurangan pajak
a. Pengurangan pajak dapat dilaksanakan dalam setiap pendapatan untuk setoran
pph 21 yang terjadi karena jumlah pph 21 terhutang dalam waktu 1 tahun dari pada
jumlah pph 21 yang di setorkan, jumlah kelebihan pajak dengan perhitungan pph
21 untuk gaji bulan lalu pada waktu di lakukan perhitungan tahunan serta
kelebihan perhitungan bulan di tahun berikutnya.
b. Pengurangan pajak menerapkan permpohonan pada pendapatan setoran pada SPT
pajak pph 21. Permohonan dapat di laksanakan selambat-lambatnya pada tanggal
31 maret tahun berikutnya dengan menetapkan formulir lembar pajka yang telah di
atur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.
c. Pengurangan pajak dapat menerapkan kepada Kantor Pajak setempat dan
melakukan permohonan untuk banding pajak.
2. Kewajiban dalam pengurangan pajak
a) Setiap pengurangan pajak dapat dilaksanakna dengan mendaftarkan diri ke kantor
pajak setempat
b) Wajib pajak dapat melaksanakan pengurangan pajak dengan pengambilan formulir
guna pemenuhan kewajiban pajak pada kantor pelayanan pajak setempat
¢) Wajib pajak dapat mengukur dalam memotong dan menyetorkan pajak pph 21
yang terhutang setiap tahun dapat melalui kantor pos, BUMN, BUMD, atau bank
yang telah di tunjuk oleh Diretorat jendral pajak bagian keuangan negara.
d) Pengurangan pajak melaporkan laporan SPT pph 21 meskipun dalam nihil dengan
menetapkan setoran pajak SPT ke ke kantor pajak setempat selambatnya 20 bulan
di tahun berikutnya.
4. Yang termasuk npwp yang termasuk pph21 sebagai berikut:
a) Warga negara yang menpunyai penghasilan yang bekerja Sebagai karya di Lembaga ataupun yang
menjalan kegiatan lepas tidak bekerja atau penghasilan dari lembaga
b) Warga negara mendapatkan pendapatan kerja terkahir, atau iuran hari tua termasuk yang di ahli
wariskan
¢) Bukan pegawai meliputi tenaga ahli, pemain musik atau bintang film
d) Anggota dewan
5. Yang belum termasuk PPH 21 Sebagai berikut:

a. Memperoleh manfaat santunan asuransi seperti kecelakaan, beasiswa, dan kesehatan.

b. Memperoleh zakat yang di terima pleh pribadi dari bahan atau lembaga yang di bentuk atau di
syahkan oleh pemerintah sepeti conoh sumbangan masyarakat zakat telah mendapatkan ijin
pemerintah atau agama.

¢. Membayar iuran pensiun telah di setorkan kepada dana pensiun telah di syahkan oleh menteri
keuangan.

d. Beasiswa yang di peroleh oleh wni dari penyumbang dalam bentuk bantuan beasiswa.

29



3. CONTOH 1 PEGAWAI TETAP DENGAN GAJI BULANAN (BELUM MENIKAH)
Nety bekerja di PT. Mandala Putra, status Nety belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Setiap
bulan Nety menerima gaji sebesar Rp.7.000.000 dan Nety membayar iuran pensiun untuk hari tua nya
sebesar Rp.600.000 perbulan. Maka Perhitungan Pajak PPH 21 Nety Yaitu:

Gaji Sebulan Rp. 7.000.000
Pengurangan

Biaya Jabatan (5%) Rp. 350.000

Biaya Pensiun Rp. 600.000

Total Pengurangan Rp. 550.000
Berdasarkan peroleh pendapatan Neto Sebulan Rp. 6.050.000
Pendapatan Neto Setahun Rp. 6.050.000 * 12 Rp. 72600.000
PTKP (TK/0)

Unrtuk WP yang belum menikah belum punya tanggungan Rp. 54.000.000(-)
Berdasarkan perolehan pendapatan Kena Pajak (PKF) Rp. 18.600.000
Pajak PPH 21 Setahun 5% x Rp. 18.600.000 Rp. 530.000
Pajak PPH 21 Sebulan Rp. 930.000 / 12 Rp. F7.500

4. FF CONTOH 3 PEGAWAI TETAP DENGAN GAJI HARIAN

Saudara Dwi bekerja Apabila tenaga kerja borongan bagian teknik di PT. PPILN, status saudara Dwi belum
menikah dan belum memiliki tanggungan. Secara harian saudara Dwi

menerima gaji sebesar Rp.250.000, dan mendapatkan tambahan program BPJS 1% untuk membayar
iuran asuransi jaminan kecelakaan kerja dan 0,3% di gunakan untuk membayar iuran asuransi kesehatan.
setiap bulan dibayar oleh PT.PPILN. Dalam sebulan saudara Dwi membayar dana pensiun untuk hari tua
nya sebesar Rp.350.000 dan jaminan hari tua sebesar dan dipotong langsung oleh perusahaan dari gaji
saudara Dwi. Maka Perhitungan Pajak PPH 21 saudara Dwi Yaitu Apabila berikut:

Gaji Sebulan (26 X Rp. 250.000) Rp. 6.500.000
Premi kecelakaan 1 % Rp.  60.000
Premi kematian 0.3% Rp. 15.500
Berdasarkan Perolehan pendapatan Rp. 6.575.500
Pengurangan

Biaya jabatan 5% Rp. 325.000

Jaminan hari tua Rp. 350.000

Total Pengurangan Rp. 673.000
Berdasarkan pendapatan Neto Sebulan Rp. 5.904.500

Berdasarkan pendapatan neto setahun 5.904.500 x 12
PTKP (TKOD)

Berdasarkan perolehan Penghasilan kena Pajak

PPH 21 Setahun 5% x 16.854.000

PPH 21 Sebulan 842.700 X 12
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Rp.70.854.000
Rp.54.000.000
Rp.16.854.000
Rp. 842.700
Rp. 70.225



5. CONTOH 4 PEGAWAI TETAP MENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA
Yohana (status TK/0) bekerja di PT. Aura Motoindo menerima gaji sebesar Rp.8.000.000 sebulan serta
kewajiabn membayar iuran pensiun sebesar Rp.500.000 perbulan. Karena lama bekerja, pada tahun
2017 saat lebaran Yohana mendapatkan Tunjangan Hari Raya sebesar satu kali gaji. Maka besarnya Pajak
PPH yang dibayar oleh Yohana Yaitu:

Gaji Setahun = 12 x Rp. 8.000.000 Rp. 96.000.000
THR Rp. 8.000.000
Berdasarkan perolehan pendapatan setahun Rp. 104.000.000
Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp. 104.000.000 Rp. 5.200.000
Biaya pensiun 12 x 5.00.000 Rp. 6.000.000
Berdasrakan perolehan selama setahun Rp. 92.800.000
PTKP TK 0 Belum menikah belum memiliki tanggungan Rp. 54.000.000
Berdasarkan perolehan Penghasilan kena pajak Rp. 38.800.000
Pajak PPH 21 Setahun 5% x 38.800.000 Rp. 1.240.000
Pajak PPH 21 Sebulan 1.940.000 / 12 Rp. 161.667

C. Latihan Soal Perkuliahan
1. Sebutkan beberapa Pengurangan Pajak PPH 21 yang berlaku Negara Indonesia! 2.Sebutkan
beberapa subjek Pajak PPH 21!
Sebutkan beberapa objek Pajak PPH 21!
Sebutkan beberapa hal yang bukan termasuk subjek Pajak PPH 21!
4. Sebutkan beberapa hal yang bukan termasuk objek Pajak PPH 21!

D. Daftar Pustaka
e Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountreprentative serta kepatuhan
wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
e Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.
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BAB VI
PAJAK BERDASARKAN PEROLEHAN PENDAPATAN PENDAPATAN PASAL 22

A. Campaian Pembelajaran

= Mahasiswa dapat Paham dan mengerti Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal
22 yang berlaku Negara Indonesia, serta Mengetahui objek dan bukan Topik Perpajakan Penghaslian
Pasal 22 yang berlaku Negara Indonesia, Dan Mengetahui saat terutang dan pelunasan dari Pajak

Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 22 yang terutang

B. Materi Perkulaiahan
1. PAJAK BERDASARKAN PEROLEHAN PENDAPATAN PENDAPATAN PASAL 22
Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan pph 22 meliputi dari sebagai pemungut pajak

sebahai berikut:

Lembaga bendahara pemerintahan wilayah atau pusat, dan lembaga negara lainnya dalam
penindakan atas penyerahan barang.

Lembaga badan tertentu baik tingkat pemerintah maupun swasta dalam kegiatan
penindakan barang import atau kegiatan usaha lainnya.

Lembaga wajib pajak badan yang melakukan transaksi penjualan yang tergolong sangat
mewah.

2. ORANG YANG BERTUGAS DATA IURAN DAN TOPIK PERPAJAKAN PASAL 22
Yang menjadi Orang yang bertugas Data luran Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan
(Pajak PPH) Pasal 22 antara lain:

Lembaga bankdevisa dan direktorat jendral bea dan cukai atas import barang

Direktorat Jendral pembendaharaan (DJPB). Bendahara pemerintah wilayah yang melakukan
penindakan atas pembelian barang

BUMN yang melaksanakan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja
TELKOM, PLN, PT. INDOSAT, PERTAMINA Dan bank BUMN yang melaksanakan pembelian
barang yang dananya bersumber dari APBN atau non APBN

Badan Usaha yang bergerak dalam tingkat industri semen, industri rokok, industri kertas,
industri baja dan industri otomatif yang di tunjuk oleh kantor pelayanan pajak, atas
penjualan hasil produksi dalam negeri.

Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas atas penjualan bahan bakar
gas dan pelumas

3. Perincian daftarinventaris barang tergolong barang mewah menurut Direktorat Jendral Pajak Nomor
19/PJ.2015 Sebagai berikut :

Alat transportasi Pesawat terbang pribadi

Kapal pesiar dan sejenisnya

Rumah dan Tanah yang memiliki nilai Jual Rp.5.000.000.000 Serta luas bangunan 400 m2
Memiliki apartemen dan sejenisnya Luas bangunan hingga 150m2

Kendaraan bermotor roda empat pengakut orang hingga 100 orang sepert sedan, jeep, MPV,
SUV

Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga dengan kapasitas 250 cc harga jual hingga
Rp.300.000.000
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4. OBIJEK Pajak PPH PASAL 22

Topik Perpajakan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 22 Yaitu suatu kegiatan.
Kegiatan dalam arti import barang, eksport barang tertentu, penjualan barang tertentu, atau
penjualan kepada pembeli tertentu.

Dibawah ini Yaitu kegiatan-kegiatan yang mengenai Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan
Pendapatan Pasal 22:

Terjadi kegiatan Import dan Eksport barang komoditas tambang batu bara, mineral logam
dan mineral bukan logam yang di lakukan oleh eksportir kecuali yang di lakukan oleh wajib
pajak yang terikat

Penindakan dan pembelian barang yang di lakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa
pengunaan anggaran (KPA) atau orang yang bertugas data iuran pajak pemerintah pusat
maupun pemerintahan daerah.

Penindakan atas pembelian bahan-bahan untuk kegiatan tertentu, misalnya Badan Usaha
yang dimilik secara langsung oleh BUMN, Mencangkup Wilayah PT. Pupuk Sriwijaya, PT.
Pupuk Kalimantan, PT. Tambang Timah, PT. Peti Kemas Surabaya, PT. Bank BRI Syariah, PT.
BNI Syariah, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT. Industri Beton, dlI.

5. YANG TIDAK MENJADI TOPIK PERPAJAKAN Pajak PPH 22 (BUKAN TOPIK PERPAJAKAN Pajak PPH
PASAL 22)

Imort Barang penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perpajakan yang tidak
terhutang berdasarkan perolehan pendapatan.

Import barang yang di bebaskan dari pungutan Bea masuk atau pajak pertambahan nilai
seperti barang kantor cabang negara asing dan pimpinan yang bertugas negara indonesial.
barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pimpinannya yang bertugas Negara
Indonesia, barang hibah untuk keperluan ibadah, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk
kepentingan penanggulangan bencana, barang untuk keperluan musium, barang untuk
keperluan penelitian dan pengembangan budaya, barang untuk keperluan penyandang cacat
dan tuna netra, peti yang berisi jenasah, barang pindahan, persenjataan/ amunisi dan
perlengkapan militer untuk keamanan negara, vaksin, buku ilmu pengetahuan dan tenologi,
buku pelajaran umum, kitab suci, buku agama, dan buku pengetahuan yang lain.

Barang import sementara apabila mana barang di maksudkan untuk di ekport kembali
Import emas batangan barang yang di peroleh untuk menghasilkan barang perhiasan emas
untuk di import.

Penindakan yang berkenaan dengan pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas,
pelumas, benda-benda pos, pemakaian air dan Isitrik, minyak bumi, gas bumi, atau
pembelian batu bara, mineral, logam, mineral bukan logam yang telah Memunggut Pajak
PPH 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan usaha oleh BUMN.

6. SAAT TERUTANG DAN PELUNASAN/PENGUMPULAN Pajak PPH PASAL 22

Pajak PPH 22 seperti import barang, pajak pph terhutang dan di lunasi pada saat
penindakan pajak pph masuk

Pajak PPH 22 atas pembelian barang oleh orang yang bertugas dalam iuran pajak
bendahara pemerintahan, KPA, pengeluaran bendahara, Pimpinan penerbit spm, BUMN,
dan memungut pada saat terjadi penindakan.

Pajak PPH 22 atas penjualan hasil produksi semen, imdustri kertas, industri baja, indutsri
otomotif dan memungut pada saat penjualan.
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Pajak PPH 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, seperti pelumas dan
memungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang.
PPH 22 ATAS Transaksi pembelian bahan dari perdagangan pengempu, terhutang, dan

memungut pada saat pembelian.

7. KITA MENGUKUR DALAM Pajak PPH PASAL 22

Pajak PPH 22 dihitung dengan mengalikan tarif dan dasar pengenaan pajak.

No

Topik Perpajakan (kegiatan)

Tarif

Impor barang:
1. Barang tertentu (sesuai dengan PME No.107 Tahun 2015)

7.5%-10% =x
Milas
Impor

2. Barang impor lain selain (a)
3. Kedelai, gandum, tepung tenigu (kelompok bahan makanan)

4. Selain a b_c dan tidak memiliks APT

2_5% x Milai Impor
0,5% x Nilai Impor

0. 73% x Nilai Impor

Ekspor komoditas tambang, mineral, batubara, muneral logam,
mineral bukan logam wang dilakukan eksportir kecuali wyang
dilakukan oleh WP wvang temkat perjamjian kenja sama pengusaha
Pertambang dan kontrak karya

1,5% x milai ekspor

Pembelian barang oleh bendahara pemrintah | pembelian barang vang
dilakukan dengan mekamsme uvang persediaan oleh bendahara
pengeluaran, pembelian barang kepada pihak ketiga yvang dilakukan
dengan mekamsme Penindakan langsung oleh KPA atau Pimpinan
SPM, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan
kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu.

1,.5% x Harga beh

Penjualan barang hasil produksi kepada distributor di dalam negeri
oleh industry = penjualan semua jenis semen, penjualan kertas,
penjualan baja, penjualan semua jerus obat, penjualan semua jems
kendaraan bermotor beroda dua atau lebih.

0.1% s.d 0.45% =
Diasar Pengenaan
Pajak PPN
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5. | Penjualan kendaraan bermotor di dalam negen oleh ATPM, APM, | 0,45% x Dasar
dan importir umum kendaraan bermotor. Pengenaan Pajak
PPN
6. | Pemjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh | 0.25% -0,3% x Nilai
produsen atau importirnya seperti penjualan bahan bakar minyak | Penjualan (tidak
kepada SPBU pertamina atau bukan pertamnina, bahan bakan gas | termasuk PPN).
penjualan pelumas.
7. | Pembelian untuk bahan industri. 025% x
Nilai
pembelian
(belum
termasuk PPN).
8. | Pembelian komoditas bahan tambang seperti batubara, mineral, | 1,5% x
mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang 1zin Nilai
usaha pertambangan oleh industri atau badan yang melakukan | pembelian
industri.
9. | Penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan termasuk | 0,45% x
vang melalui pthak ketiga. Nilai
pembelian.
10. | Penjualan barang vang tergolong sangat mewah 5% x Harga Barang.

Contoh Perhitungan PAJAK PPH Pasal 22
PT Segitiga Auto Cars mengimpor barang dari Jerman. PT Segitiga Auto Cars Yaitu importir mobil
yang telah memiliki Angka Pengenal Impor. PT Segitiga Auto Cars mengimpor unit 50 mobil, dengan
harga faktur Rp. 10.000 per unit. Biaya asuransi dan biaya angkut yang berkaitan dengan impor
mobil tersebut masing-masing Yaitu 2% dan 3%. Bea masuk yang dibayar oleh PT Segitiga Auto Cars
sebesar 5% dari CIF dan bea masuk tambahan sebesar 20% dari CIF Kurs pada saat itu ditetapkan
oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 1 = Rp 9.000.
Berapa Pajak PPH 22 yang harus dibayar?

Harga faktur : 50 unit x Rp. 10.000 Rp. 500.000
Biaya asuransi(2%) Rp. 10.000
Biaya angkut{3%) Ep. 15.000
Total cost yang dibayar oleh PT. Segitiga Auto Cars Rp. 525.000
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CIF Rp. 525.000

Bea Masuk : 5% Rp. 525.000 Rp. 26.250
Bea Masuk tambahan 20% x Rp. 525.000 Rp. 105.000
Total Rp. 856.250
Milai Import Rp. 656.250
Milai import Dalam Rupiah Rp. 656.250 x Rp.9.000 Rp. 5.906.250.000

Pajak PPH 22 yang harus memunggut 2.5% Rp. 5.506.250.000 Rp. 147.656.250

C. Latihan Soal
1. Sebutkan Orang yang bertugas Data luran dan objek Pajak PPH Pasal 22!
2. Sebutkan Topik Perpajakan Pajak PPH Pasal 22!
3. Sebutkan yang tidak menjadi Topik Perpajakan Pajak PPH 21!

D. Daftar Pustaka
e Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountreprentative serta kepatuhan
wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
e Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.
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BAB VI
PAJAK BERDASARKAN PEROLEHAN PENDAPATAN PENDAPATAN PASAL 23

A. Campaian Pembelajaran

Mahasiswa di harpakan dapat Memahami secara detail Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan

Pendapatan Pasal 23 yang berlaku Negara Indonesia. Menmahami secara jelas Subjek dan Topik Perpajakan

Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 23.

B. Materi Pembelajaran

1.

4.

PAJAK BERDASARKAN PEROLEHAN PENDAPATAN PENDAPATAN PASAL 23
Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan pajak PPH 23 yaitu kewajiban pajak yang di
potong sesuai perolehan penghasilan yang di dapatkan wajib pajak dalam negeri baik rang pribadi
maupun badan usaha berasal serta penyertaan modal perpajakan yang berada di dalam negeri,
penyerahan jasa, atau dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam umumnya kegiatan pajak pph 23 terjadi
dua transaksi sesuai dengan pendapatan atau penerimaan jasa akan memotong serta melaporkan
pph 23 tersebut kepada kantor pajak setempat. Pajak yang telah di potong serta laporkan pajak pph
23 oleh pihak pengurangan sebagai bukti potong.
Serta sesuai umumnya pajak pph 23 terdapat adanya sesuai dengan kegiatan transaksi antara kedua
belah pihak dimana antara kontributur memperoleh pendapatan atau pihak pembeli akan memtong
atau laporkan pajak pph 23 kepada pihka kantor pajak setempat.
PENGURANGAN Pajak pph23 sebagai berikut
e Lembaga pemerintah
e Pajak dalam negeri
e Penyelengara pelaksanaan
e Badan Usaha Tetap
e Perwalkilan kantor cabang perusahaan luar negeri
e Wajib pajak pribadi dalam tertentu yang telah di tugaskan oleh Direkturat Jendral Pajak
Pajak subjek Pajak PPH23
e Pajak dalam negeri
e BUT
Besarnya biaya DAN TOPIK PERPAJAKAN pph23
a) 15% x pendapatan bruto dari
v" Deviden yang di kecualikan dari pembagian dividen di berikan kepada wajib pajak
pribadi dasar pendaatan final, bunga serta royalti
v" Mendapatkan hadiah serta seperti medali sudah di potong pajak pph21
b) 2% x hasil akhir pendapatan bruto serta berdasarkan perolehan pendapatan lain yang
berhubungan dengan kekayaan dikecualikan sewa tanah atau bangunan
c) 2% xdari hasil pendapatan bruto atas hasil vakasi teknik, vakasi manajemen, vakasi kostruksi
serta vakasi kosultan
d) 2% x jumlah akhir pendapatan bruto atas vakasi kegiatan jasa bidang lain antara lain :
o Vakasi suatu pernilaian
Vakasi kegiatan pembuatan laporan keuangan
Vakasi membuat dekorasi
Vakasi perbaikan listrik atau instalasi listrik
Dan sebagai kegiatan tenaga lepas

O O O O

37



5. Bagiyang belum memiliki NPWP akan di potong lebih tinggii dari tarif pph 23, seperti contoh
pak budi memperoleh vakasi atas kegiatan lepas dari PT SUKSES, akan tetapi pak budi belum
memiliki NPWP, maka pajak pph 23 yang menangani sebagai berikut: yaitu pajak pph23 =
200% x 15 % adalah dari hasil pendapatan bruto yang telah di bayarkan seluruh pendapatan
yang di peroleh dalam pokok pajak dalam negeri lainnya yang tidak termasuk.

6. Ada beberapa perhitungan pajak pph 23 yang terhutang berdasarkan pendapatan bruto
yang tidak termasuk PPN PPH 23:

a. Sesuai pendapatan yang di dapatkan serta di bayarkan atau terhutang kepada bank.

b. Pembayaran sewa atau terhutang yang berhubungan yang akan di bayarkan kepada
pihak bersangkutan

c. Pada saat pembagian keuntungan yang di peroleh pihak perseroan terbatas apabila
pihak WP dalam negeri seperti badan usaha milik negara yang bertempat dan
berusaha di indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

e Pendapatan deviden dari laba yang di tahan

e Untuk pihak perseroan terbatas yaitu badan usaha yang memberikan deviden
rendah paling rendah yaitu 25% dari modal bersangkutan.

e SGU koperasi yang telah di setorkan kepada pihak koperasi bersangkutan

e Berdasarkan pendapatan yang dtelah di bayarkan atau terhutang kepada
badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur.

7. Bagian dari perhitungan pph 23

A.

Ibu Khasan memiliki usaha jasa katering. Karena ada kontrak pembuatan
makanan dengan pegawai di Perusahaan Aparel, Ibu Khasan mendapatkan
pesanan pembuatan makan siang sebanyak 1000 paket dengan harga par
paketnya sebesar Rp.40.000. Jumlah Berdasarkan Perolehan pendapatan
Pendapatan bruto yang diterima ibu Khasan untuk jasa kateringnya Yaitu
Rp.40.000.000. Maka Pajak PPH Pasal 23 atas usaja jasa katering ibu Khasan Yaitu
2% x Rp.40.000.000 = Rp.800.000

PT. Pusat lklan menjalin kerja sama dengan PT. Adver dalam usaha jasa
periklanan dan jasa pemasaran produk alat-alat ditingkat kelistrikan. Di tahun
2017, PT. Adver memperoleh pesanan dari PT. PPILN yaitu perusahaan ditingkat
kelistrikan untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh PT. PPILN
dengan total Penindakan pesanan iklan sebesar Rp.150.000.000. Adapun rincian
pengeluaran yang dikeluarkan untuk pembuatan iklan PT. PPILN Yaitu: Pembelian
material untuk pembuatan iklan dari PT. Pusat Iklan sebesar Rp.100.000.000.
Biaya Jasa keagenan yang diperoleh PT. Adver sebesar Rp.40.000.000 Biaya
pemasangan iklan yang dikeluarkan oleh PT. Adver sebesar Rp.10.000.000.

Jadi total Pajak PPH pasal 23 yang dibayar oleh PT. Adver Yaitu:

1) Jika PT. Adver tidak dapat menunjukan bukti bayar atas pengeluaran yang
dikeluarkan untuk PT. Pusat lklan, Pajak PPH Pasal 23 = 2% x
Rp.150.000.000 = RP.3.000.000

2) lJika PT. Adver dapat menunjukan bukti bayar atas pengeluaran untuk
pembelian materian dari PT. Pusat Iklan, Pajak PPH Pasal 23 yang dibayar
PT Adver = 2% x Rp.50.000.000=Rp.1.000.000
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8. Jumlah yang terhutang, pembayaran dan laporan pemberitahuan pph23:

v Perpajakan pph 23 yang terhutang setiap akhir bulan yang di lakukan penindakan
untuk di bayarkan atau telah memiliki jatuh tempo dalam penindakan tergantung
peristiwa yang terjadi

v Pepajakan pph 23 yang telah di setorkan dalam bentuk pengurangan pajak bulan
takwin

v Dalam perpajakan spt masa wajib di laporkan ke kantor pelayanan pajak setempat
terdaftar masa saat pajak terakshir. Dalam setiap jatuh pembayaran pajak serta
pelaporan pajak.

9. Contoh tanda potong pajak pph23 adalah segala pengurangan yang harus di bayarkan dari
wajib pajak ke perseorangan dan badan yang telah di potong pph pasal 23.
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DEFPARTEMEN
HEUANGAN R.L

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)

SPT Normal
SPT Pembrtulan Ke-

CIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

Fomulil ini digunakan untuk melaperkan
Pajak Penghasiian Final Pasal 4 Ayat (2)

tan Masa Pajak

BAGIAN A IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAIIB PAJAK

. Penghasian Terteniu Lainnya

1. NPWP
2. Hama
3. Alanat
BAGIAN B. DBJEK PAJAK
Uraian KAPTHIS
in [F1]
1. Bunga DepostoTabungan, Diskemns SBI dan Jasa Giro
a.  Bunga Deposia/Tabungan
1) Yang ditempatian o Dalarm Megeri a11128/404
2} Yang diternpatkan di Luar Megeri 411126404
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia A11128/404
& Jasa Giro a11128M04
2. Traraaki Pension S — - —
8. Saham Pendirl 4111260406
B, Bukan Saharm Pendin 4111280408
3 BungaDiskonio Cbligasi dan Sural Berhargn Hegara 4111280405
4. Hodiah Lindian 411128005
5. Parscwnan Tanan dariots Sangunan — — —
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak 411126403
b. Orang PribadiBadan yang Mermyetor Sendiri PPh 4111268/:403
& Jasa Honstruksi
8. Perencana Konsiruksd
1} Pangguna Jass ssbagal Pemotong PP 2111280400
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh 4111280409
b Petasna o *
1} Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh S11128:409
2} Penyedia Jasa yang Menyelor Sendir PPh 211128:409
& Pengawas Konstruksi *
1) Pengguna Jasa ssbagai Pemoltong PPh 11128409
2) Penyedia Jasa yang Merystor Sendi PP 411128M09
T Waijib Pajak yang Usaha Pekokrya Malakukan Pangalibhan
Hak ains Tanah/Bangunan 4111260402
8. Bunga Simpanan yang Disayarkan oleh Koparasi kepada
Anggota Wajb Pajak Orang Pribadi 411128417
8. Tramsaks Denvatl Berupa Konbrak Berjangin yang
Dipardaganghkan di Bursa 41112818
10, Dividen yang Ditenma/Dipercieh Wajib Fajak Orang FPribpdi
Dninar Megpen 4111284419
1

larrilaar.

Daftar Bukti Pematongan/Pemunguian FPh Final Pasal 4 ayat (2.

Bukti PematonganPemungutan PRH Final Pasal 4 ayat (2) - : fernbar.

Surat Kuasa Khusus,

BaAGIAN D, FERNYATAMAN DAN TANDA TAKNGAN

Dengan mManys3an sapenehingg akin segaln akbacnya (emasul Sanks-sanksi sesud Cengan keteniusn
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan balvwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta

SPT Masa Diterina:
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C. Latihan Soal
1. Sebutkan Pokok PerpajakanPajak PPH Pasal 23!
2. Sebutkan Objek dan tarif Pajak Pajak PPH Pasal 23!
D. Daftar Pustaka
1. Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountreprentative
terhadap kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
2. Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.
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1.

c)

BAB VIII
PAJAK BERDASARKAN PEROLEHAN PENDAPATAN PENDAPATAN PASAL 24

Campaian Pembelajaran

D harapkan mahasiswa setelah ikutin perkuliahan ini dapat memahami PAJAK PPH Pasal 24.
Materi Pembelajaran

1) Defini PAJAK PPH 24

Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan (Pajak PPH) Pasal 24 Yaitu Pajak
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang dibayar atau terhutang d luar negeri atas
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dari luar negeri yang diterima oleh Wajib
Pajak dalam negeri dan boleh dikreditkan terhadap total Pajak PPH terutang dalam satu Akhir
Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak.

Pajak yang dibayar diluar negeri dapat dikreditkan dengan Persyaratan:

a) Laporan keuangan tentang Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang
berasal dari luar negeri,

b) Fotokopi Surat Kotributortahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri,

c) Dokumen Penindakan pajak di luar negeri.

Dalam hal pengenaan Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 24 ini, Wajib
Pajak sering dikenai pajak berganda. Untuk menghindari pajak berganda yang terjadi, baik dari
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang diterima dari dalam dan dari luar negeri,
Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 24 ini dapat dikreditkan menjadi
Pajak yang di bayarkan atau pajak terhutang atas seluruh Berdasarkan Perolehan pendapatan
Pendapatan dalam satu tahun Wajib Pajak.

Gabungan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang dimaksudkan dalam Pajak
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 24 ini Yaitu Wajib Pajak terlebih dahulu
harus menentukan jumlah Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan baik dari dalam
maupun dari luar negeri Apabila dasar untuk Kita Mengukur Dalam total Pajak PPH terutang.
Dalam penggabungan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan, dasar untuk Kita
Mengukur Dalam Pajak PPH pasal 24 Yaitu:

a) Atas Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dari usaha, penggabungan
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dilakukan dalam tahun diperolehnya
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan tersebut (accrual basis)

b) Atas Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan lainnya seperti sewa, bunga,
royalti, dan lain-lain, penggabungan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan
dilakukan dalam Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak diterimanya Berdasarkan
Perolehan pendapatan Pendapatan tersebut (cash basis)

Atas Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang dapat di dapatkan dari wajib pajak
dalam negeri dengan setoran modal sekurangnya 50% dari jumlah yang di setorkan pada badan
usaha di luar negeri sahamnya yang tidak boleh di perdagangkan dalam badan usaha di luar
negeri dengan saham yang tidak diperbolehkan di jual belikan dalam bursa efek yang di
laksanakan tiap akhir tahun buku laoran keuangan.

Saat Perolehan pendapatan dividen dalam rangka penggabungan Berdasarkan Perolehan
pendapatan Pendapatan ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan, Apabila
berikut:
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2)

3)

1. Dalam setiap bulan ke empat setiap akhir waktu kewajiban untuk dapat memberikan
surat kotributor setiap tahun pajak dengan berdasar hasil pendapatan pajak setiap spt
tahunan pajak pph yang berada di luar negeri untuk setiap tahun buku laporan
keuangan yang sesuai peraturan.

2. Dalam setiap pelaporan SPT Tahunan pajak pph maka setiap kewajiban pajak dalam
pengajuan SPT Pajak pph, hingga saat diperoleh pada bulan ketujuh setiap akhir buku
laporan keuangan pajak terakhir.

Dalam besarnya pendapatan deviden yang dapat gabungkan sesuai dengan ketentuan

perolehan pendapatan yang telah di hitung besarnya proporsi berdasarkan kepemilikan

saham dalam badan usaha berada di luar negeri yang telah bersangkutan serta telah di

audit oleh kantor akuntan publik dengan pph terhutang di negara tersebut.

Setiap pembagian saham deviden jumlah yang melebihi batas perhitungan pajak setiap

akhir tahun pajak. Apabila sebelum terjadi jatuh tempo pembayaran pajak dalam badan

usaha di luar negeri dengan membagikan saham deviden yang sekurangnya sama besarnya
devden yang di hitung sebanding dengan penyertaan wajib pajak di luar negeri.

SUBJEK KREDIT PAJAK BERDASARKAN PEROLEHAN PENDAPATAN PENDAPATAN PASAL 24

Dalam Kita Mengukur Dalam batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber

Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan ditentukan Apabila berikut:

1. Setiap penapatan yang di peroleh berdasarkan saham dan sekuritas lainnya dengan
keuntungan dari pengalihan saham lainnya yaitu dari dalam negara setempat dari
badan yang menerbitkan sekuritas tersebut yang didirikan atau yang
berkedudukan.

2. Setiap hasil pendapatan berupa bunga, royalti, dan sewa yang saling berubungan
dengan membayar atau mebebani setiap bunga, royalti, atau pembayaran sewa
yang bertempatan kedudukan berada.

3. Dari pendapatan pengalihan dengan sebagian atau seluruh hak dalam
penambangan atau serta turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam
perusahaan pertambangan negara tempat lokasi berada.

Ketentuan pajak yang diperbolehkan menjadi kredit pajak luar negeri Yaitu:

1. Pajak yang langsung mengenai atas Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari luar negeri langsung. Pajak yang terutang
yakni berkenaan dengan usaha atau Kewajiban Dalam di luar negeri sedangkan pajak
yang dibayar di luar negeri Yaitu pajak atas Berdasarkan Perolehan pendapatan
Pendapatan dari modal da Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan lainnya
dari luar negeri llustrasi:

Pak Yusuf tinggal Negara Indonesia Yaitu pemegang saham utama di Bravo International
Company di Negara X. Dalam tahun 2017, Bravo International Company mendapatkan
surplus operasional sebesar USRp. 100.000. Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan
Pendapatan yang berlaku dinegara X Yaitu 45% dan pajak untuk dividen setelah laba
Yaitu 20%. Maka perhitungan atas dividen yang diterima oleh Pak Yusuf Yaitu:
Keuntungan Bravo Int Comp USRp. 100.000 Pajak Berdasarkan Perolehan
pendapatan Pendapatan atas Bravo Int Com (45%) USRp. 45.000(-)

Laba setelah pajak USRp. 55.000

Pajak atas dividen negara X (20%) USRp. 11.000(-)
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Dividen yang dikirim ke Indonesia USRp. 44.000
Dariilustrasi di atas terlihat jelas bahwa pajak yang dapat mengenai Apabila kredit pajak
oleh pak Yusuf Yaitu USRp. 20.000 bukan USRp. 45.000. pajak sebesar USRp. 45.000
merupakan pajak yang tidak mengenai langsung pak Yusuf dari luar negeri.
LL KITA MENGUKUR DALAM Pajak PPH PASAL 24 JIKA TERJADI KERUGIAN USAHA DALAM
NEGERI
Jika terjadi kerugian usaha didalam negeri, maka sejumlah kerugian yang diderita oleh
perusahaan yang mengalami kerugian tersebut dapat digabungkan atau dikompensasikan
dengan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang diperoleh di luar negeri.
Contoh:
PT. ALAMANDA Yaitu perusahaan yang bergerak ditingkat konstruksi dan kelistrikan. PT.
Alamanda juga memiliki cabang perusahaan didalam negeri dan diluar negeri. Karena
terjadi kebakaran, PT. Alamanda mengalami kerugian di beberapa anak perusahaan.
Adapun data- data terkait keuangan perusahaan Yaitu Apabila berikut:
Di negera X, PT. Alamanda mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.000 (dengan tarif
pajak luar negeri sebesar 30%).
Di dalam negeri, PT. Alamanda menderita kerugian sebesar Rp.30.000.000.
Berikut ini Yaitu perhitungan kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan (Pajak PPH Pasal
24) Yaitu:
Langkah 1, Kita Mengukur Dalam total PKP Berdasarkan Perolehan pendapatan
Pendapatan dari Negara x yang mengalami laba usaha =Rp.100.000.000 Kerugian yang yang
di dapat oleh PT. Alamanda =Rp.30.000.000(-) Jumlah Berdasarkan Perolehan pendapatan
Pendapatan netto=Rp.70.000.000 PKP Yaitu Rp.70.000.000 karena diasumsikan tidak ada
pengurangan atau kompensasi kerugian.
Langkah 2, Kita Mengukur Dalam total Pajak PPH terutang Tarif Pajak PPH pasal 17 ayat
(1)b x PKP

5% x Rp.50.000.000 =Rp.2.500.000
15% x Rp.20.000.000 =Rp.3.000.000(+)
Total Pajak PPH Terutang =Rp.5.500.000

Langkah 3, Kita Mengukur Dalam Pajak PPH maksimum dikreditkan sesuai perbandingan

Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan (Berdasarkan Perolehan pendapatan

Pendapatan luar negeri/Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan kena pajak) x

total Pajak PPH terutang (Rp.100.000.000/Rp.70.000.000) x Rp.5.500.000= Rp.7.857.142

Langkah 4, Kita Mengukur Dalam Pajak PPH yang dipotong atau dibayar di luar negeri Tarif

pajak di luar negeri x Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan luar negeri

30%xRp.100.000.000=Rp.30.000.000

3. Latihan Soal.

1. Sebutkan Subjek Pajak PPH Pasal 24

2. Apa yang menjadi dasar dalam penggabungan Berdasarkan Perolehan pendapatan
Pendapatan berdasarkan Pajak PPH Pasal 24?

4. Daftar Pustaka

a) Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountreprentative
terhadap kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.

b) Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.
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BAB IX
PAJAK BERDASARKAN PEROLEHAN PENDAPATAN PENDAPATAN PASAL 26

A. Campaian Pembelajaran

Dalam perkuliahan Perpajakan di harapkan mahasiswa dapat memahami apa itu PAJAK PPH Pasal

26 Memahami secara detail Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 26 yang

berlaku Negara Indonesia. Menmahami secara jelas Subjek dan Topik Perpajakan Berdasarkan

Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 26.

B. Materi Pembelajaran

1.

PAJAK PPH PASAL 26

Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan (Pajak PPH) Pasal 26 Yaitu Pajak PPH

yang mengenai/dipotong atas Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang

bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain

Bentuk Usaha Tetap (BUT) Negara Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap merupakan Pokok Perpajakanyang perlakuan perpajakannya

dipersamakan dengan Pokok Perpajakanbadan.

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap Negara Indonesia, Yaitu Negara tempat tinggal

atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari

Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan tersebut (beneficial owner).

Konon kabarnya omzet Google dan Facebook Negara Indonesia tujuan Rp3 triliun per tahun.

Potensi Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Badan Usaha dan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dari bisnis ini sangatlah besar. Namun, kedua raksasa ini berkelit

dengan alasan bahwa jenis usaha mereka bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan tidak

berkantor pusat Negara Indonesia.

SUBJEK Pajak PPH PASAL 26

2008 tentang Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan, bisa disimpulkan bahwa

yang menentukan seorang individu atau perusahaan Apabila Wajib Pajak Luar Negeri, yaitu:

1) Seorang individu yang tidak bertempat tinggal Negara Indonesia, individu yang tinggal
Negara Indonesia tidak Banyaknya waktu 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan
perusahaan yang tidak didirikan atau berada Negara Indonesia, yang mengoperasikan
usahanya melalui bentuk usaha tetap Negara Indonesia.

2) Seorang individu yang tidak bertempat tinggal Negara Indonesia, individu yang tinggal
Negara Indonesia tidak Banyaknya waktu 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan
perusahaan yang tidak didirikan atau berada Negara Indonesia, yang dapat menerima
atau memperoleh Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dari Indonesia tidak
melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap Negara Indonesia.

OBIJEK Pajak PPH PASAL 26

Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang dipotong Pajak PPH pasal 26 Yaitu

imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak

luar negeri sehubungan dengan Kewajiban Dalam atau jasa yang dilakukan Negara Indonesia.

Jenis objek Pajak PPH pasal 26 Yaitu:

1) Dividen
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2)

3)

4)
5)
6)
7)

Bunga termasuk prenium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan
jaminan pengembalian utang

Royalti, sewa dan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan lain sehubungan
dengan penggunaan harta.

Imbalan sehubungan dengan jasa, Kewajiban Dalam dan kegiatan.

Hadiah dan penghargaan.

Pensium dan Penindakan berkala lainnya.

Keuntungan sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT Negara Indonesia.

4. TARIF Pajak PPH PASAL 26

1) 20% (final) dari jumlah Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan bruto yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa :

a) dividen;

b) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan
jaminan pengembalian utang;

c) royalti, sewa, dan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan lain
sehubungan dengan penggunaan harta;

d) imbalan sehubungan dengan jasa, Kewajiban Dalam, dan kegiatan;

e) hadiah dan penghargaan

f) pensiun dan Penindakan berkala lainnya.

g) Premiswap dan transaksi lindung lainnya; dan/ata

h) Keuntungan karena pembebasan utang.

2) 20% (final) dari perkiraan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan neto
berupa :

a) Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dari penjualan harta Negara
Indonesia;

b) premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui
pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.

3) 20% (final) dari perkiraan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan neto atas
penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau spesial
purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang
memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan badan
yang didirikan atau bertempat kedudukan Negara Indonesia atau BUT Negara
Indonesia;

4) 20% (final) dari Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Kena Pajak sesudah
dikurangi pajak dari suatu BUT Negara Indonesia, kecuali Berdasarkan Perolehan
pendapatan Pendapatan tersebut ditanamkan kembali Negara Indonesia.

5. PENGURANGAN Pajak PPH PASAL 26

a) Badan Pemerintah;

b) Pokok Perpajakandalam negeri;

c) Penyelenggara Kegiatan;

d) BUT;

e) Kantor cabang perusahaan luar negeri lainnya selain BUT Negara Indonesia.

6. PENGURANGAN, PENYETORAN, DAN PEMBERITAHUAN Pajak PPH PASAL 26

1)

Pajak PPH pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya Penindakan atau akhir bulan
terutangnya Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan, tergantung yang mana
terjadi lebih dahulu.
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2)

3)

4)

Pengurangan Pajak PPH pasal 26 wajib membuat bukti Pengurangan Pajak PPH pasal 26
rangkap 3 :

a) lembar pertama untuk Wajib Pajak luar negeri

b) lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak;

c) lembar ketiga untuk arsip Pengurangan.

Pajak PPH pasal 26 wajib disetorkan ke bank Persepsi atau Kantor Pos dengan
menetapkan Surat Setoran Pajak (SSP), paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya
setelah bulan saat terutangnya pajak.

SPT Masa Pajak PPH Pasal 26, dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti Pengurangan
lembar kedua dan daftar bukti Pengurangan disampaikan ke KPP setempat paling lambat
20 hari setelah Masa Pajak berakhir..

7. PENGECUALIAN PENGURANGAN Pajak PPH PASAL 26

1.

BUT dikecualikan dari Pengurangan Pajak PPH Pasal 26 apabila Berdasarkan Perolehan
pendapatan Pendapatan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Berdasarkan Perolehan
pendapatan Pendapatan dari BUT ditanamkan kembali Negara Indonesia dengan
Persyaratan:

a) Penanaman kembali dilakukan atas seluruh Berdasarkan Perolehan pendapatan
Pendapatan kena pajak setelah dikurangi Pajak PPH dalam bentuk penyertaan modal
pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan Negara Indonesia Apabila pendiri
atau peserta pendiri, dan;

b) dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya Akhir Tahun Buku Laporan
Keuangan Pajak berikutnya dari Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak diterima
atau diperoleh Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan tersebut;

c) tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurangkurangnya
dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai
berproduksi komersil.

Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

CONTOH 1
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PT ABC memiliki kantor cabang di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat
ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 15395
sebesar Rpl miliar. Dengan demikian, penghitungan Pajak PPH Pasal 26-nya Yaitu Apabila
berikut.

* Perkiraan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan = 50% x Rpl1.000.000.000 =
Rp500.000.000,-

+ Pajak PPH Pasal 26 = 20% x Rp500.000.000 = Rp100.000.000 (10% x Rp1.000.000.000)
Sering kali untuk memudahkan proses, PT ABC bisa saja ikut asuransi melalui perusahaan
yang ada Negara Indonesia, misal PT XYZ, dengan membayar jumlah premi yang sama
sebesar Rpl miliar. PT X¥Z mengikutkan (reasuransi) perusahaan tersebut ke perusahaan
asuransi di luar negeri, misalnya PT KLM, dengan membayar premi sebesar Rp500 juta.
Maka ketentuan Pajak PPH Pasal 26-nya Yaitu:

s Perkiraan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan neto = 10% xRp500.000.000
= Rp>0.000.000

* Pajak PPH Pasal 26 PT ABC = 20% x Rp50.000.000 = Rp10.000.000 (2% x
Rp500.000.000)

C. Latihan Soal
1. Sebutkan yang menjadi subjek Pajak PPH pasal 26!
2. 2.Sebutkan tarif dan onjek Pajak PPH pasal 26!
D. Daftra Pustaka
1. Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountreprentative
terhadap kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
2. Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.
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BAB X
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)
A. Campaian Pembelajaran
1) Memahami definisi secara detail Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM) yang berlaku Negara Indonesia.
2) Memahami secara jelas Subjek dan Topik Perpajakan Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang berlaku Negara Indonesia.
B. Materi Pembelajran
1) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yaitu pajak yang mengenai atas transaksi jual beli yang
dilakukan oleh orang pribadi atau pun badan. PPN mengenai dan disetorkan oleh
pengusaha atau perusahaan yang telh Memantapkan Apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Namun beban PPN ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak tanggal 1 Juli 2016, PKP se-
Indonesia diwajibkan untuk membuat e-faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak
fiktif atas pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.
Dasar hukum pengenaan Pajak PPN ini Yaitu Peraturan Perpajakan Dasar No. 42 tahun
2009. Dalam Peraturan Perpajakan tersebut tercantum hal-hal yang berkaitan dengan apa
saja yang termasuk objek yang dikenai PPN, tarif PPN, bagaimana Prosedur penyetoran dan
Pemberitahuan, dan lain Apabilanya.
2) SUBIJEK PPN
Subjek PPN dibagi 2 yaitu :
1. PKP
PPN akan terutang (Memunggut oleh PKP) dalam hal:
1) PKP melakukan penyerahan BKP
2) PKP melakukan penyerahan JKP
3) PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP
2. Non PKP
PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan yang merupakan obje PPN
Yaitu bukan PKP, yaitu dalam hal:
1) Impor BKP
2) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Wilayah Pabean di dalam
Wilayah Pabean
3) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Wilayah Pabean di dalam Wilayah Pabean
4) Melakukan kegiatan membangun sendiri (Pasal 16C UU PPN)
3) TOPIK PERPAJAKAN PERTAMBAHAN NILAI
Objek PPN atau Pajak Pertambahan Nilai mengenai pada :
a) Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Wilayah
Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
b) Impor Barang Kena Pajak
c) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Wilayah Pabean di
dalam Wilayah Pabean
d) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Wilayah Pabean di dalam Wilayah Pabean
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4)

5)

6)

7)

e) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena
Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
BUKAN OBJEK PPN
Jenis barang yang tidak mengenai PPN Yaitu:

a) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari
sumbernya, yaitu : minyak mentah (crude oil ), gas bumi, panas bumi, pasir dan
kerikil, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara, bijih besi, bijih timah,
bijih emas, bijih tembaga, bijih, niikel, bijih perak, dan, barang hasil pertambangan
dan pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya.

b) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak,
yaitu: Segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras ketan
hitam atau sejenisnya, munir (groats)/beras jagung, sepanjang masih dalam bentuk
butiran, sagu, segala jenis kedelai, garam, uang, emas batangan, surat-surat
berharga, dan makanan atau minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah
makan, warung makan, atau sejenisnya.

Jenis jasa yang tidak mengenai PPN, Yaitu:

a) Jasa ditingkat pelayanan kesehatan medik.

b) Jasa di tingkat pelayanan sosial.

c) Jasa ditingkat pengiriman surat dengan perangko.

d) Jasa ditingkat perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.

e) Jasa ditingkat keagamaan

f) Jasa di tingkat pendidikan.

g) Jasa ditingkat kesenian dan hiburan yang telah mengenai pajak tontonan.

h) Jasa di tingkat penyiaran yang bukan bersifat iklan.

i) Jasa ditingkat angkutan umum di darat dan di air.

j) Jasa ditingkat tenaga kerja.

k) Jasa ditingkat perhotelan.

[) Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan
secara umum.

TARIF PPN

Tarif PPN menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Dasar No.42 tahun 2009 pasal 7 :
Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Yaitu 11% (sebelas persen).

Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud

Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

Ekspor Jasa Kena Pajak

Tarif pajak Apabilamana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5%
(lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) Apabilamana diatur oleh
Peraturan Pemerintah.

PENGUSAHA KENA PAJAK APABILA PIHAK YANG MENYETOR DAN MELAPORKAN PPN
Pengusaha Kena Pajak (PKP) Yaitu pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap
tanggal di akhir bulan Yaitu batas akhir waktu penyetoran dan Pemberitahuan PPN oleh
PKP.
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8)

Sesuai dengan ketentuan PMK No0.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang
pengusaha ditetapkan Apabila PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8
miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat tujuan transaksi dengan jumlah Rp 4,8
miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan
Apabila PKP.

Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang
terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan
pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran ialah PPN yang Memunggut ketika PKP
menjual produknya. Sedangkan, pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP
membeli, memperoleh maupun membuat produknya.

Contoh Pajak Keluaran:

PT.ABC melakukan penjualan komputer dengan perincian Apabila berikut :

Harga Jual Komputer  10.000.000 + PPN 1.000.000

Harga Jual Komputer dan PPN  11.000.000

Maka PPN sebesar 1.000.000 merupakan Pajak Keluaran bagi PT.ABC.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar dan disetor oleh PKP ke
kas negara, terlebih dahulu wajib pajak (wp) harus mengurangi pajak keluaran dengan
pajak masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran
lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai
yang harus dibayar dan disetor oleh PKP ke kas negara.

PPN KURANG BAYAR Contohnya:

PT. Maju Sejahtera Yaitu perusahaan yang bergerak ditingkat penjualan kertas. Di bulan
Januari 2017, PT. Maju Sejahtera melakukan transaksi penjualan dan pembelian Apabila
berikut:

Tanggal 2 Januari 2017 pembelian BKP Rp.150.000.000 Tanggal 4 Januari 2017 penjualan
BKP Rp.50.000.000 Tanggal 7 Januari 2017 pembelian BKP Rp.200.000.000 Tanggal 10
Januari 2017 penjualan BKP Rp.250.000.000 Tanggal 14 Januari 2017 pembelian BKP
Rp.300.000.000 Tanggal 16 Januari 2017 penjualan BKP Rp.450.000.000 Tanggal 25 Januari
2017 pembelian BKP Rp.450.000.000 Tanggal 27 Januari 2017 penjualan BKP
Rp.400.000.000

Jadi PPN PT. Maju Sejahtera pada bulan Januari 2017 Yaitu: Pajak Keluaran (Penjualan)

4 Januari 2017 = 10% x Rp.50.000.000 = Rp.5.000.000

10 Januari 2017 = 10% x Rp.250.000.000 = Rp.25.000.000

16 Januari 2017 = 10% x Rp.450.000.000 = Rp.45.000.000

27 Januari 2017 = 10% x Rp.400.000.000 = Rp.40.000.000(+)

Total Pajak Keluaran ~ =Rp.115.000.000 Pajak Masukan (Pembelian)

2 Januari 2017 = 10% x Rp.150.000.000 = Rp.15.000.000

7 Januari 2017 = 10% x Rp.200.000.000 = Rp.20.000.000

14 Januari 2017 = 10% x Rp.300.000.000 = Rp.30.000.000

25 Januari 2017 = 10% x Rp.450.000.000 = Rp.45.000.000(+)

Total Pajak Masukan ~ =Rp.105.000.000

Jadi PT. Maju Sejahtera kurang bayar Rp.10.000.000 karena Pajak keluarannya lebih besar
Rp.10.000.000 dari Pajak masukannya (Pajak Keluar > Pajak Masukan).
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9)

PPN PEMAKAIAN SENDIRI/KOTRIBUTORAN CUMA-CUMA

Melalui pertimbangan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor
567/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang nilai lain Apabila dasar pengenaan
pajak, menyatakan :

Pasal 2 huruf a : untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak Yaitu
Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

Pasal 2 huruf b : untuk Kotributoran cuma-cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena
Pajak Yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

Maka dikeluarkanlah Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-87/PJ/2002 tentang
pengenaan PPN dan PPnBM atas pemakaian sendiri dan/atau Kotributoran cuma-cuma BKP
dan/atau JKP. Dalam aturan ini dijelaskan substansi dan pengertian yang Mencangkup
Wilayah :

Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak Yaitu pemakaian untuk kepentingan Pengusaha
sendiri, Pengurus, atau diberikan kepada anggota keluarganya atau karyawannya, baik
barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, selain pemakaian Barang Kena
Pajak untuk tujuan produktif.

Kotributoran cuma-cuma Barang Kena Pajak Yaitu Kotributoran yang diberikan tanpa
imbalan Penindakan baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri,
termasuk Kotributoran contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.
Kotributoran cuma-cuma Jasa Kena Pajak Yaitu Kotributoran Jasa Kena Pajak yang
dilakukan kepada pihak lain tanpa imbalan Penindakan.

Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan
produktif Yaitu pemakaian Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata
digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau

untuk kegiatan yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang
bersangkutan.

Barang Kena Pajak Yaitu Mencangkup Wilayah produk utama, produk sampingan, dan
limbah.

Atas pemakaian sendiri dan/atau Kotributoran cuma-cuma Barang Kena Pajak dan atau
Jasa Kena Pajak yang di bayarkan atau pajak terhutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus
diterbitkan Faktur Pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Faktur Pajak
merupakan Pajak Keluaran. Dalam Faktur Pajak Memiliki Tanda Pengusaha Kena Pajak dan
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Yaitu sama yaitu Pengusaha Kena
Pajak yang bersangkutan.

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk Kita Mengukur Dalam besarnya Pajak
Pertambahan Nilai yang terutang Yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba
kotor. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dibayar sendiri oleh Pengusaha Kena
Pajak yang bersangkutan.

10) Contoh pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif :

Pabrikan minuman ringan menetapkan hasil produksinya untuk konsumsi karyawan atau
para tamu.

Pabrikan sepatu dalam rangka promosi membeli topi dengan logo merek sepatu pabrik
tersebut dan sebagian dibagikan kepada karyawannya.

53



Contoh pemakaian sendiri untuk tujuan produktif:

Pabrikan minyak kelapa sawit menetapkan limbahnya berupa kulit dari inti sawit Apabila
pengeras jalan di lingkungan pabrik.

Perusahaan telekomunikasi menetapkan saluran teleponnya untuk kegiatan operasional
perusahaan dalam berkomunikasi dengan mitra bisnisnya.

Contoh pemakaian untuk tujuan produktif yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan
produksi selanjutnya:

Pabrikan minyak kelapa sawit menetapkan limbahnya berupa kulit dari inti sawit Apabila
bahan pembakaran boiler dalam proses pabrikasi.

11) PPN ATAS MEMBANGUN SENDIRI
Definisi Kegiatan Membangun Sendiri yang dikutip dari Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat 3 Yaitu “Kegiatan membangun bangunan yang
dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau Kewajiban Dalam oleh orang pribadi atau badan,
yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain”. Kemudian dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat 4 dijelaskan mengenai bangunan
yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat
3 yaitu bangunan tersebut berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria
Apabila berikut:
Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis.
Diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, dan
Luas keseluruhan minimal 200m?2
Tarif Dan Dasar Pengenaan Pajak PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri Dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 3 ayat 1 dan 2, diatur bahwa:
Kegiatan membangun sendiri akan mengenai PPN dengan tarif sebesar 10% dari Dasar
Pengenaan Pajak (DPP),
Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri Yaitu 20% dari jumlah biaya yang
dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga
Perolehan pendapatan tanah.

12) PPN ATAS PENYERAHAN ASET TETAP (TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN)
Salah satu objek PPN yang bersifat KKeahlian Yaitu penyerahan aktiva yang menurut tujuan
semula tidak untuk diperjualbelikan, atau lebih dikenal Apabila PPN Pasal 16D. Penamaan
PPN Pasal 16D ini karena memang ketentuannya diatur dalam Pasal 16D Peraturan
Perpajakan PPN 1984.

Objek PPN ini disebut bersifat KKeahlian karena pengenaan PPN ini menyimpang dari
ketentuan umum pengenaan PPN di mana salah satu perPersyaratanan supaya atas suatu
penyerahan mengenai PPN Yaitu dalam rangka kegiatan usaha atau Kewajiban Dalamnya.
Dalam PPN Pasal 16D, justru PPN mengenai atas penyerahan yang dilakukan tidak dalam
kegiatan usaha atau Kewajiban Dalamnya.

Dengan demikian penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, mengenai PPN jika memenuhi 2 (dua) perPersyaratanan kumulatif Apabila
berikut : Yang melakukan penyerahan atau pemindahtanganan Yaitu Pengusaha Kena
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Pajak, PPN yang dibayar pada saat Perolehan pendapatan aktiva tersebut menurut
ketentuan dapat dikreditkan.

Terdapat pengecualian Barang Kena Pajak berwujud yang ditegaskan secara langsung
dalam Pasal 16D Peraturan Perpajakan PPN 1984, yaitu:

Barang Kena Pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha; dan
Kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan kendaraan untuk
disewakan.

PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

Jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pembelian / Perolehan pendapatan Aktiva,
Pembelian Barang Kena Pajak (PKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dan Pengeluaran Untuk Biaya
Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Yang Tidak Dapat Dikreditkan Apabila Pajak Masukan
antara lain :

a) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perolehan pendapatan Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha Memantapkan Apabila Pengusaha Kena Pajak.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perolehan pendapatan Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

c) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perolehan pendapatan dan pemeliharaan
kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang
dagangan atau disewakan.

d) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Wilayah Pabean sebelum
pengusaha Memantapkan Apabila Pengusaha Kena Pajak.

e) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perolehan pendapatan Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Apabilamana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) Peraturan Perpajakan Nomor 42
Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan
Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena
Pajak.

f) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Wilayah Pabean yang Faktur
Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Apabilamana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(6) Peraturan Perpajakan nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.

g) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perolehan pendapatan Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan
pajak.

h) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perolehan pendapatan Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat
Kotributortahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu
dilakukan penyelidikan.

i) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perolehan pendapatan Barang Kena Pajak
selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak
berproduksi Apabilamana dimaksud pada ayat (2a) Peraturan Perpajakan nomor
42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.

j) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak
Keluaran pada Masa Pajak yang sama, tidak dapat dikreditkan pada untuk Masa
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Pajak Banyaknya waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang
bersangkutan.

k) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi telah dibebankan Apabila biaya atau
ditambahkan (dikapitalisasi) kepada harga Perolehan pendapatan Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan tidak boleh dikreditkan Apabila
pajak masukan.

14) DEFINISI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

15

~—

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku Negara Indonesia, Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang mengenai pada barang yang tergolong
mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor
barang tersebut dalam kegiatan usaha atau Kewajiban Dalamnya.

Dasar hukum PPnBM Yaitu Peraturan Perpajakan Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang
sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009.

PPnBM dan PPN diatur dalam Peraturan Perpajakan yang sama, karena PPnBM tidak dapat
mengenai tersendiri tanpa pengenaan PPN. PPN merupakan pajak yang mengenai atas
setiap pertambahan nilai dari Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam peredarannya
dari produsen ke konsumen. Hampir semua barang konsumsi mengenai PPN, maka PPN
ditetapkan bertarif tunggal, 10% dari harga jual. Sedangkan PPnBM lebih spesifik lagi,
mengenai hanya pada saat penyerahan Barang Kena Pajak yang berkategori mewah,
dengan tarif beragam, sesuai jenis barang.

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNnBM) merupakan pungutan resmi tambahan selain PPN
atas, penyerahan BKP yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh PKP yang menghasilkan
BKP tersebut di dalam Wilayah Pabean atau atas impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong
Mewabh.

Latar belakang pengenaan PPnBM:

PPN yang bersifat regresif

Mengurangi pola Konsumsi yang kontra produktif

Media untuk melindungi produsen kecil dan tradisional;

4. Menambah penerimaan negara

Berikut beberapa pertimbangan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa

PPnBM sangatlah penting untuk diterapkan:

a) Agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang
berBerdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan rendah dan konsumen
yang berBerdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan tinggi

b) Untuk mengendalikan pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah

c) Perlindungan terhada produsen kecil atau tradisional

d) Mengamankan penerimanaan negara

wn e
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16) Prinsip Pengumpulan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ialah hanya 1 (satu) kali saja,
yaitu pada saat:

a) Penyerahan oleh pabrikan atau produsen Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah.
b) Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

17) OBJEK PPNBM
Menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Perpajakan nomor 42 Tahun 2009, Barang
Kena Pajak yang tergolong mewah, Mencangkup Wilayah:

a) Barang yang bukan kebutuhan pokok.

b) Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.

c) Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.

d) Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berBerdasarkan
Perolehan pendapatan Pendapatan tinggi.

18) TARIF PPnBM
Menurut Penjelasan Pasal 8 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Perpajakan nomor 42 Tahun
2009, tarif untuk Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, diatur Apabila berikut::

a) Ayat (1) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10%
(sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).

b) Avyat (2) Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan
tarif 0% (nol persen).

c) Ayat (3) Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif Apabilamana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

d) Ayat (4) Ketentuan mengenai jenis Barang yang dikenai Pajak Penjualan atas
Barang Mewah Apabilamana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

19) JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR
YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 50%
(LIMA PULUH PERSEN)

Kelompok pesawat udara selain yang tercantum dalam Lampiran Il, kecuali untuk
keperluan negara atau angkutan udara niaga.

a) Helikopter.

b) Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter.

c) Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: —
Senjata artileri — Revolver dan pistol — Senjata api (selain senjata artileri, revolver
dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan
bahan peledak.

20) BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG
DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK
YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 75%

a) Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan
umum: Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama
dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk
kepentingan negara atau angkutan umum.

b) Yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.
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21) Tarif PPN dan PPnBM
1) Tarif PPN Yaitu 11%
2) Tarif PPN sebesar 11% (sepuluh persen) diterapkan atas:
e ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud
o ekspor BKP Tidak Berwujud; dan
e ekspor Jasa Kena Pajak.
3) Tarif PPnBM Yaitu paling rendah 11% dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
4) Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah Yaitu 0% (nol persen).
22) Berikut jenis barang mewah yang dikenai PPNnBM dengan tarif 20% - 75%: Jenis barang
dengan tarif PPnBM 20 %
a) Rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan harga jual sebesar Rp 20 miliar
atau lebih.
b) Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan
harga jual sebesar Rp 10 miliar atau lebih.
23) Jenis barang dengan tarif PPNBM 40 %
1) Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara
lainnya tanpa tenaga penggerak.
2) Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara:
peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.
24) Jenis barang dengan tarif PPNnBM 50 %
Kelompok pesawat udara selain yang tercantum dalam Lampiran Il, kecuali untuk
keperluan negara atau angkutan udara niaga, helikopter, dan pesawat udara dan
kendaraan udara lainnya, selain helikopter.
Latihan Soal
1) Jelaskan peraturan Pemerintah yang melandasi diberlakukannya PPN Negara Indonesia
2) Sebutkan beberapa objek dan tarif barang yang termasuk dalam kategori barang mewah
3) Sebutkan jasa-jasa apa saja yang terkena PPN dan yang tidak terkena PPN Negara
Indonesia!
Daftar Pustaka
a) Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountreprentative terhadap
kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
b) Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.
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BAB XI
SPT TAHUNAN 1770 SS

A. Campaian Pembelajaran

1.
2.

Mahasiswa di harapkan dapat memahami apa itu SPT Tahunan Pribadi 1770 SS
Mahasiswa di harapkan dapat isi laporan SPT Tahunan 1770 SS

B. Materi Pembelajaran

1.

SPT Tahunan adalah suatu ppelaporan harta atau penghasilan yang kita miliki selama 1
tahun di mana setiap wajib pajak wajib melaporkan harta kekayaan yang di miliki. SPT Atau
surat pemberitahuan pajak adalah formulir yang di gnakan untuk melaporkan penghasilan
kita selama setahun. SPT Tahunan Pribadi 1770 SS Di khususkan untuk wajib pajak yang
penghasilan kurang dari 60 Juta selama 1 tahun.
Dalam pelaporan harta kekayaan dan penghasilan kita selama 1 tahun wajib pajak harus
mempunyai Yaitu Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) Merupakan syarat wajib subjektif
untuk melaporkan kekayaan harta yang kita milki. SPT Tahunan formulir laporan sederhana
1 lembar formulir.
Syarat dalam pelaporan SPT Tahunan 1770 SS yaitu

a) Wajib memiliki penghasilan 1 pemberi kerja

b) Satu dapat dari satu pemberi kerja

c) Tidak berasal dari negeri lainnya
Bentuk formulir SPT Tahunan 1770 SS
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4. Cara pengisian SPT Tahunan 1770 SS
a) Pelaporan Secara Online

a.

e

Wajib pajak harus sudah aktivasi NPWP dengan kode efin
Selanjutnya Buka Web DJP Online pajak

Memasukan NPWP Kita Dan pasword Kita

Senjutnya pilih buat SPT

Selanjutnya ikutin panduan Pengisian Efiling

Selanjutnya isi tahun pajak, status pembetulan
Selanjutnya isi bagian A Yang terdiri dari penghasilan kita
Selanjutnya isi bagian B yang terdiri dari hadiah, PPH
Selanjutnya isi bagian C Yang terdiri dari daftra harta kekayaan dan kewajiban
Selanjutnya Isi bagian D yang berisi pernyataan
Selanjutnya verifikasi Selanjutnya kirim
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b) Pelaporan Secara Manual

I LD TIUN TV U naJina aoaa

I KEMENTERIAN KEUANGAN RI 1
N TAHUNPAJAK
1 770 SS & DIREKTORAT JENDERAL PAJAK =12(0(1/4| "nnEm
':E::ff:"u:: BACA GANLW PELNAX PENGE AV PAJAK PENGHASILAN DISI OLERPETUGAS KPP
N SOSNGARUAUFCETARDKEN K OSNGAN TINTA MITAN WNlB pNAK ORMG pR |BN)' BWODE D‘TEN4PB- DISN
- sclrAnm~x-p.nD:mnxmua:-vmc=;A o1 DSPT PEMBETULAN KE =02 - ...

FORMULIR INI DIPERUNTUKKAN BAGI WP ORANG PRIBADY BERPENGHASILAN DARI SELAIN USAHA DAN/ATAU PEKERIAAN BEBAS DAN TIDAK LEEH DARI Rp60 JUTA DALAM SATU TAHUN

A1l suami no. 19

71a Aw |:] Psjsk Penghssilan yang harus Dibayar Sendiri *
b At | Pajsk Penghasilan yang Lebih Dipotong

{(5-6)

x
w
4 5 "
E & NPWP o1 - 28.901.987.9 Z i 013 = 000
= O
w 3
9 NaAWAIBPAAK 1oz : WAWANWINAVAR
Pengisan kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harustanpa nilai desmal
A. PAJAK PENGHASILAN
1 | Pengnasian Srut dzlam Negeri Senuoungan cengan Pekerjaan dan Fengnasien Nemo dzem NegerlLanmya B\m 44.962.000
2 | Pengurangan
(DS jumish pangurang an dari Formulir 1721-A1 angks 13 atau 1721-A2 angks 13) B\O: 2848100
3 | Penghas ilan Tidsk Kena Psjak K.\OB K ADd 0 K A0S = 26.325.000
(DNs Jumish PTKP darl Formulr 1721-A1 angks 17 atau 1721-A2ar T a *
4 | Penghas ilan Kena Pajsk {1-2-2) 2 BW’ 15.788.000
Tarif Pasal 17 X PKP
5 | Psjsk Penghasilan Terutang A 789.400
Diambil dari 1721-
6 | Psjsk Penghasilan yang telah Dipotong cleh Fihsk Lsin 789.400

B PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK

8 | Dasar Pengenasn Pajsk/Penghss ilan Brute Psjsk Penghsasilan Final

9 | Pajsk Penghssilen Finsl Terutang Diambil dari 1721-A1 isteri

10 | Penghss ilan yang Dikecuslikan dari Chjek Psjsk

C DAFTARHARTA DAN KEWAJIBAN

11 | Jumish Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Psjsk

12 | Jumish Keseluruhan Kewsjiban/Utang pada Akhir Teshun Psjsk

125.000.000

54.650.000

PERNYATAAN

Say menystakan bahwa apa yang Elsh s3ys berishukan di ates adalah benar, lengiap, jelas.

o 23 - 03 - 2015
&

Dengan menysdari sepenuhnys akan segala akbatmys &rmasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und angan ysng berls

TANDA TANGAN

* Apadils fordapat Pajak Penghasiianyang harus didayar sendirl, Wa Jib Pajak harus melampirkan ashi 8 8P lembar ke
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Latihan Soal

1. Sebutkan Pengertia SPT ?

2. Sebutkan syarat Pengisian SPT Tahunan Pribadi 1770 ss?

3. Sebutkan Cara pengisian secara manual dan Online ?
Daftar Pustaka
a) Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountreprentative terhadap

kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
b) Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.
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BAB XII
SPT TAHUNAN 1770 S

A. Campaian Pembelajaran

1)
2)

Mahasiswa di harapkan dapat memahami apa itu SPT Tahunan Pribadi 1770 S
Mahasiswa di harapkan dapat isi laporan SPT Tahunan 1770 S

B. Materi Pembelajaran

1)

2)

3)

SPT Tahunan adalah suatu ppelaporan harta atau penghasilan yang kita miliki selama 1
tahun di mana setiap wajib pajak wajib melaporkan harta kekayaan yang di miliki. SPT Atau
surat pemberitahuan pajak adalah formulir yang di gnakan untuk melaporkan penghasilan
kita selama setahun. SPT Tahunan Pribadi 1770 SS Di khususkan untuk wajib pajak yang
penghasilan kurang dari 60 Juta selama 1 tahun.
Dalam pelaporan harta kekayaan dan penghasilan kita selama 1 tahun wajib pajak harus
mempunyai Yaitu Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) Merupakan syarat wajib subjektif
untuk melaporkan kekayaan harta yang kita milki. SPT Tahunan formulir laporan sederhana
3 lembar formulir.
Syarat dalam pelaporan SPT Tahunan 1770 S yaitu
a) Wajib memiliki penghasilan 1 pemberi kerja
b) Satu dapat dari satu pemberi kerja
c) Tidak berasal dari negeri lainnya
Bentuk formulir SPT Tahunan 1770 S

a) Lamiranl

LA IR - |

§ AF70 S -1 SPT TAHLURAR PPH WA PASAK Off ARG PR AT 5
: ey E
s = i R - £

AN A O O AL AK BT Dok LAB BT L& T

ITLNLAHEAGRE & I

AN E AL AN WARED TICRAR TEWMA LR 0L B A

ALHLAHEADRE B

mAmAN C i PTGk PP ) D A AL D T PP e 1L AR LAl 6 P VD 0T A 1 L O D T

118 L A |;<
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b) Lampiran I

1770 S -1l

LAMFIRAN -0
FPT TAHUNAN PPh WAJIB P AJA K ORANG PRIBADY
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4) Pengian SPT Tahunan 1770 S
A. Pengisian SPT Tahunan 1770 S Secara manual

1.
2.

4.
5.
6.

Masukan NPWP Kita dalam formulir SPT Tahunan 1770 S

Selanjutnya isi data lampiran 1 Sesuai pertunjuk formulir SPT Tahunan
1770S

Selanjutnya isi data lampiran 2 Sesuai pertunjuk formulir SPT Tahunan
1770S

Selanjutnya isi data Induk Sesuai pertunjuk formulir SPT Tahunan 1770 S
Setelah data di isi semua kita bawa laporkan di kantor pajak setempat
Selanjutnya kita dapat bukti laporan SPT Tahunan 1770 S

B. Pengisian SPT Tahunan 1770 S Secara Online

1.

L o Nk WwN

Pelaporan Secara Online

Wajib pajak harus sudah aktivasi NPWP dengan kode efin
Selanjutnya Buka Web DJP Online pajak

Memasukan NPWP Kita Dan pasword Kita

Senjutnya pilih buat SPT

Selanjutnya ikutin panduan Pengisian Efiling

Selanjutnya isi tahun pajak, status pembetulan isi pertanyaan
Selanjutnya isi Data formulir 1770 S Secara online
Selanjutnya Isi bagian D yang berisi pernyataan

10. Selanjutnya verifikasi Selanjutnya kirim

C. Latihan Soal

1. Sebutkan Pengertia SPT ?
2. Sebutkan syarat Pengisian SPT Tahunan Pribadi 1770 s?
3. Sebutkan Cara pengisian secara manual dan Online ?

D. Daftar Pustaka

1. Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountreprentative terhadap
kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.

2. Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.
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BAB XIlII
SPT TAHUNAN 1770
A. Campaian Pembelajaran
1) Mahasiswa di harapkan dapat memahami apa itu SPT Tahunan Pribadi 1770
2) Mahasiswa di harapkan dapat isi laporan SPT Tahunan 1770 S
B. Materi Pembelajaran
1) SPT Tahunan adalah suatu ppelaporan harta atau penghasilan yang kita miliki selama 1
tahun di mana setiap wajib pajak wajib melaporkan harta kekayaan yang di miliki. SPT Atau
surat pemberitahuan pajak adalah formulir yang di gnakan untuk melaporkan penghasilan
kita selama setahun. SPT Tahunan Pribadi 1770 Di khususkan untuk wajib pajak yang
penghasilan melakukan pekerjaan bebas atau yang mempunyai usaha.
Dalam pelaporan harta kekayaan dan penghasilan kita selama 1 tahun wajib pajak harus
mempunyai Yaitu Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) Merupakan syarat wajib subjektif

untuk melaporkan kekayaan harta yang kita milki. SPT Tahunan formulir laporan sederhana
6 lembar formulir.

2) Syarat dalam pelaporan SPT Tahunan 1770 yaitu

a) Wajib memiliki penghasilan Banyaknya waktu pemberi kerja
b) Wajib pajak melakukan pekerjaan bebas
c) Tidak berasal dari negeri lainnya
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3) Bentuk formulir SPT Tahunan 1770
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LAMFIRAN -

1770 - 11

5PT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
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4) Pengian SPT Tahunan 1770 S
A. Pengisian SPT Tahunan 1770 Secara manual

1.
2.

4.
5.
6.

Masukan NPWP Kita dalam formulir SPT Tahunan 1770

Selanjutnya isi data lampiran 1 Sesuai pertunjuk formulir SPT Tahunan
1770

Selanjutnya isi data lampiran 2 Sesuai pertunjuk formulir SPT Tahunan
1770

Selanjutnya isi data Induk Sesuai pertunjuk formulir SPT Tahunan 1770
Setelah data di isi semua kita bawa laporkan di kantor pajak setempat
Selanjutnya kita dapat bukti laporan SPT Tahunan 1770

B. Pengisian SPT Tahunan 1770 Secara Online

1.

L o Nk WwN

Pelaporan Secara Online

Wajib pajak harus sudah aktivasi NPWP dengan kode efin
Selanjutnya Buka Web DJP Online pajak

Memasukan NPWP Kita Dan pasword Kita

Senjutnya pilih buat SPT

Selanjutnya ikutin panduan Pengisian Efiling

Selanjutnya isi tahun pajak, status pembetulan isi pertanyaan
Selanjutnya isi Data formulir 1770 Secara online

Selanjutnya Isi bagian D yang berisi pernyataan

10. Selanjutnya verifikasi Selanjutnya kirim

C. Latihan soal

1. Sebutkan pengertian spt tahunan

2. Sebutkan syarat laoran spt tahunan 1770
3. Sebutkan langkah —langkah laporan spt tahunan 1770

D. Daftar Pustaka

1. Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountreprentative terhadap

kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
2. Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.
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A.

B.

BAB IV

SPT TAHUNAN BADAN

Campaian Pembelajaran

e Diharapkan mahasiswa dapat memahami membuat laporan spt tahunan badan 1771
e Diharapkan mahasiswa dapat memahami melaporkan spt tahunan badan 1771

Materi Pembelajaran

1.

SPT Tahunan adalah suatu ppelaporan harta atau penghasilan yang kita miliki selama 1 tahun
di mana setiap wajib pajak wajib melaporkan harta kekayaan yang di miliki. SPT Atau surat
pemberitahuan pajak adalah formulir yang di gnakan untuk melaporkan penghasilan kita
selama setahun. SPT Tahunan Pribadi 1770 Di khususkan untuk wajib pajak yang penghasilan
melakukan pekerjaan bebas atau yang mempunyai usaha.

Dalam pelaporan harta kekayaan dan penghasilan kita selama 1 tahun wajib pajak harus
mempunyai Yaitu Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) Merupakan syarat wajib subjektif untuk
melaporkan kekayaan harta yang kita milki. SPT Tahunan formulir laporan sederhana 6 lembar
formulir.

Ketentuan pengisian SPT Tahunan Badan

a) SPT Tahunan Badan harus di isi benar dan lengkap

b) Perhitungan Laporan Neraca Dan Laba rugi baik dan benar

c) Diisi mengunakan bahasa indonesia Baik Dan benar

d) SPT Tahunan harus di laporkan ke KPP Setempat
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3.

Bentuk Format Blangko SPT Tahunan Badan

LAMPIRAN -
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a) Blangko SPT Tahunan Badan 1771 Lampiran VI Berisi sebagai berikut :
1) Bagian A Berisi : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
2) Bgian B Berisi : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN
AFILIASI
3) Bagian C Berisi : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU
PERUSAHAAN AFILIASI

LAMPIRAMN -V

SPT TAHUMAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

« DAFTAR PFEMEGANG TAHAMPFEMLIK MODAL DAN JUMLAH DNADEN YANG NEAGIHKAN
« DAFTAR FURUMAN FENGURLE D&M HOMIZARE
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Lampiran V

77



b) Blangko SPT Tahunan 1771 Lampiran V Sebagai Berikut :
1.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG

DIBAGIKAN

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
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c¢) Blangko SPT Tahunan 1771 Lampiran V Sebagai Berikut :
1. BAGIAN A : PPhFINAL
2. BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1771 - 1l LAMPIRAN - Il .
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Lampiran 11l
d) Blangko SPT Tahunan 1771 Lampiran Il Sebagai Berikut :
1. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
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e) Blangko SPT Tahunan 1771 Lampiran Il Sebagai Berikut :
1. PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA
DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL
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f) Blangko
1.

SPT Tahunan 1771 Lampiran | Sebagai Berikut :
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

- -
Formulir 1774 Halaman 2
I FUPIAH

i [F1] | [ET]

14. a2 FEMNGHASLAN YEMNG MEMLADIDEE MR o
E: b HONPENEAS PERLUGLNN FERAL -
& Dilsi dard Lampiran Khisus 28 Jamdah Bolom 9] ...
]
i
E . PEMNGHISLAN FEMARPALNE {142 - 148) .o | |
n
; o FRRYING TERUTANG -
E (Tl M cri B B Momr 2 X M)
E & FREDITRALME TAHUM PALGE YRRIG LALLU ATAS
= FEMGHISILAMN YENG TERMOSLUE DALAN SMNGHA 142 -
E YA GDIPOTOMG | DIFUMGUT OLEH FFGR LAN ... -
g L FPhYENG HIRLE DEARR EENDIR (144 - 4a) ... | _|
al

o a " g
@ PPhPASAL Z5 (1MZ X149 .

F.PPh FINAL DAN

15 a FPhAMAL "
(el cloard F ol 17 0 Jumieh Seglan A Bokm 3]

FEMGHASILAN YAMG TDN TERRASLUE 0B EK Pt
FEMGHASILIN BRUTO -
(el cloard F ol 17 10 Lrish Bagian 5 Kolom 3§

CHELIEK PALS K
o

TRUAN S5, K51 O L AR PERGH &S AN B LR N

S LG AN ST IV,

T PER T AT B

16 a I:l Aot 1o od el n Hutyong sn Dl wos demda iy T bl o g e kg g e upedomn | oo ok Pegpa e Jax Miwve i Coonib e
ViR s e rrp ke Larpirsn Kl 38 381 oein 38 -2 Bk Pelunpok Panggsen 207 7
B[] ik ke Bromsehn ik s b s e rmew e il Trirmsa b s 1k vt gy Mrspsan Pl e M s e Homv
Loy

H LAMARAN

17 SELAN LAMPIRALAVPIRAN 1TT1-L 17T, ATTAL ATT4V, 1771, DAY 17740
EERSAMA NI DILAMPIRRAN PULA
a [ ] SURAT SETORAN FAJAK LENBAR KE-3 FPh FASAL TS
B[] LAPORAN KELWNGN
2 [] TRAMSKRIP BUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARILAPDRAN KEUWNGAN (Lampiran Bhas i B0 B B0 e Bl | bl T kAl
@[] DeFTAR FENTISUTAN DAN AMORTEAS FERAL (Lampiran Husus 1A B Palnjuk Fargisian SPT)"
&[] PERHTUNGH KOMPENSAS BERUGIWNFISKAL (Lampirankhusis 30 Buku Petunik Pengisian SPTT
£ [] DOFTARFASLITAS PEMANAMENMODVL (Lampiran Bhusus 4ABuks Pelunjuk Pongisian SPT)"
4[] DAFTARCABNNG UTAMLPERUSAHAN  (Lampian Bhusis SABUK: Petuniuk Pongisian SPTT
h [] SURAT SETORAN FA R LEMENR KE-3 FPh PASAL TS AYAT(4] (Rhusis bagi BUT)
[] PERMMUNGHN FPRPASHL 26 AVT 4] {Khsis BUT) (Lampimn Bhasis G4 Bk Patnjuk Pandsian SPTT
[ srEDmPam LR NEGER {Lam piran Khisis TA Bukis Potunik Pengisian SPTT
K [] SURAT MU ASA BHUSLES (Bl dkuasakan]
[ Rt ied SUMLAHPEN GHASILAN DVMPEMBAYARAN FPR FMAL PP 462013 PER MASA PAN DVRI MASING-MESING TEMPAT USAHA
=
~

" s | b g | g s Lrciuh of i D kioral s s sl 1S i e i | b e e i g skl o YR A
T il

Darnggas mayacan Sofaruhngg SKan Sogals akibairys DTS Lk S2rks -G 2mks] 50 Ll GOy KRebermilar Dl ag-amaiangan yarng Dok
Sy Mk 2 DAl a0 g DR Sl Dal Gain ke OF 23S Dals o B | 2m0d rain-d 0 ramiiel el 2 Delimar [t gials Sl e s

-'-|:| WAIEFA B I:l KLMEA LSS

TRMDA TRMGHH DA CHF FERLIS AHAAM

A LEN S
FENGUR LIS /HUASA o

HEWE

Fli3zm

Lampiran | Halaman I

81



g) Blangko SPT Tahunan 1771 Lampiran | Halaman |l Sebagai Berikut :
1. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN
2. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK
3. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA
4. LAMPIRAN
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h) Blangko SPT Tahunan 1771 Lampiran | Halaman Il Sebagai Berikut :
1. Penghasilan Kena Pajak
2. PPh TERUTANG
3. KREDIT PAJAK
4. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR
C. Latihan Soal
1. Sebutkan Pengertian SPT Tahunan
2. Sebutkan langkah —langkah pelaporan SPT Tahunan Badan
3. Sebutkan Bagian syarat laporan spt tahunan Badan
D. Daftra Pustaka
1. Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountreprentative
terhadap kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
2. Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.
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